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  MOTTO 
Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah 
melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan 
karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka 
perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan 
menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). 
Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nuyuz hendaklah kamu beri 
nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan (kalau perlu) 
pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-
cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. 
 
(Terjemahan QS. An-Nisa ayat 34) 
 





...para suami yang memukul istrinya bukanlah termasuk orang-orang baik diantara 
kamu 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) pemberdayaan 
perempuan melalui kegiatan pendampingan pada korban KDRT di LSM Rifka 
Annisa Yogyakarta (2) dampak yang dialami korban KDRT setelah dilakukan 
pendampingan di LSM Rifka Annisa Yogyakarta (3) faktor pendukung dan 
penghambat pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pendampingan korban 
KDRT di LSM Rifka Annisa Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Setting penelitian yaitu aktivitas pendamping Rifka Annisa. informan 
dalam penelitian ini adalah staf, pendamping, korban dan relawan Rifka Annisa. 
peneliti merupakan instrumen utama dalam melakukan penelitian yang dibantu 
dengan pedoman observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data 
menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data 
yang digunakan yang digunakan yaitu reduksi, display data, dan penarikan 
kesimpulan. Triangulasi sumber dilakukan untuk menjelaskan keabsahan data 
dengan berbagai narasumber dalam mencari informasi yang dibutuhkan. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) pemberdayaan perempuan 
dalam pelaksanaan pendampingan korban KDRT berbasis perspektif gender 
meliputi a) persiapan pelaksanaan pendampingan b) pelaksanaan pendampingan 
c) evaluasi pendampingan. (2) perkembangan yang dialami korban KDRT saat 
melakukan pendampingan terdiri dari dampak positif dan negatif. (3) faktor yang 
menghambat pelaksanaan pendampingan terhadap korban KDRT meliputi a) 
korban/klien KDRT b) keluarga korban c) komunikasi d) pelaku kekerasan e) 
kerja sama berjejaring. (4) faktor yang mendukung pelaksanaan pendampingan 
korban KDRT meliputi a) pendamping/konselor b) divisi-divisi Rifka Annisa c) 
fasilitas d) sarana prasarana  yang diberikan untuk korban. (5) pendampingan 
yang diberikan kepada keluarga dan lingkungan untuk membantu proses 
pemberdayaan perempuan korban KDRT.  
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Kekerasan merupakan suatu masalah yang terjadi di seluruh dunia, baik di 
negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia. Kekerasan dapat 
terjadi dalam bentuk fisik maupun nonfisik. Kekerasan dapat diartikan sebagai 
tindakan, perbuatan, sikap dan perkataan langsung atau tidak langsung yang tidak 
menghormati maupun melecehkan seseorang secara fisik maupun mental. Bentuk 
tindak kekerasan fisik dapat berupa pemukulan, pembunuhan dan penyerangan, 
sementara bentuk kekerasan nonfisik berupa sikap yang melecehkan orang lain 
dan melontarkan kata-kata yang menyakiti hati atau tidak senonoh pada orang 
lain. 
Fenomena tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat cenderung lebih 
banyak dialami oleh perempuan. Dalam catatan tahunan yang ditemukan dari 
Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tercatat tahun 
2014 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar 293.220 kasus, dengan 
rincian data 280.710 kasus ditangani oleh Pengadilan Agama dan 12.510 kasus 
yang ditangani oleh lembaga mitra pengadalayanan yang terkait. 
(www.komnasperempuan.or.id)  
 Tindak kekerasan dapat terjadi pada setiap orang, laki-laki maupun 
perempuan. Namun, tindak kekerasan pada perempuan lebih banyak terjadi karena 
posisi yang dianggap lemah, baik secara fisik, sosial, ekonomi maupun politik.  
Kekerasan terhadap perempuan merupakan segala bentuk tindak kekerasan 
yang terjadi atas perbedaan jenis kelamin yang atau akan mengakibatkan 





pembatasan kebebasan baik yang terjadi di area publik maupun domestik 
(Rifka Annisa, 2006:1). 
 
 Pengertian kekerasan terhadap perempuan merupakan gambaran kasus 
kekerasan berbasis gender. Hal ini disebabkan oleh adanya kesenjangan relasi 
gender dan kuasa yang timpang antara perempuan dan laki-laki yang dibangun 
dan dipelihara melalui pembakuan peran gender di masyarakat (Rifka Annisa, 
2006: 1-2). Maksudnya ialah tidak semua kekerasan yang terjadi terhadap 
perempuan disebut sebagai kekerasan berbasis gender. Namun kekerasan akibat 
adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses sosial 
budaya secara turun temurun.  
Contoh kasus (Rifka Annisa, 2006:2) adalah seorang perempuan yang 
mengalami perampokan. Hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kekerasan 
berbasis gender. Namun, pemukulan suami terhadap istrinya karena sang istri 
tidak mau mengikuti keinginan suami sehingga dianggap salah dan sah bagi suami 
untuk memukulnya. Kasus suami dan istri tersebut dapat dikategorikan sebagai 
kekerasan berbasis gender karena budaya yang melekat pada masyarakat secara 
turun temurun menganggap hal tersebut sebagai hal yang wajar dilakukan. 
Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. 
Namun, selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun 
korban sendiri. Selain itu, budaya dalam masyarakat juga ikut berperan. Adanya 
budaya patriarki yang seolah tidak dapat berubah.  
Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia semakin 
meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah KDRT disebabkan oleh berbagai 





tahunan Komnas Perempuan tahun 2012, terdapat 8.315 kasus dalam setahun. 
Jumlah tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2013 yang mencapai 11.719 
kasus. Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga mengalami peningkatan signifikan 
sebanyak 3.404 kasus dari tahun sebelumnya. (SINDONEWS.com) 
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan segala bentuk 
tindak kekerasan yang dilakukan yang berakibat menyakiti baik secara fisik, 
psikis, seksual dan ekonomi maupun ancaman  dan perampasan kebebasan yang 
terjadi dalam rumah tangga ataupun keluarga. Definisi Kekerasan dalam Rumah 
Tangga menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan yang 
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, 
seksual dan/atau penelantaran rumah tangga termaasuk ancaman untuk melakukan 
perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum 
dalam lingkup rumah tangga. 
Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota 
keluarga akan berdampak menyakiti, mengancam maupun merampas hak orang 
lain yang masih dalam lingkup keluarga. Kekerasan yang terjadi dalam rumah 
tangga biasanya lebih sering dijumpai pada perempuan (istri). Hal ini dikarenakan 
adanya pemahaman ideologi dan budaya yang berkembang di masyarakat bahwa 
perempuan adalah orang nomor dua setelah laki-laki. Kesenjangan relasi gender 
dan kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan telah dibangun dan 
dipelihara melalui pembakuan peran gender di masyarakat. Dengan kata lain, laki-





memandang tempat dan kondisi dari perempuan tersebut. Kebebasan pergaulan 
yang dimiliki perempuan pun dibatasi oleh norma masyarakat. 
Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi saat ini telah menjadi 
fenomena gunung es di tengah masyarakat. Banyak kasus yang terjadi, namun 
hanya sedikit yang mempunyai keberanian melaporkan dan menyelesaikan 
dengan bantuan pihak ketiga. Riset Rifka Annisa adalah salah satu contoh pihak 
ketiga yang menangani kasus kekerasan terhadap rumah tangga. Hasil risetnya 
adalah sebagai berikut : 
Tabel 1.  









2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
203 226 2019 228 254 180 231 1.310 
 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang 
dialami oleh istri cenderung meningkat setiap tahunnya. Bentuk kekerasan yang 
dialami merupakan kekerasan fisik, psikologi, seksual dan ekonomi. Contohnya 
seperti pemukulan, perselingkuhan, tidak memberi nafkah, melontarkan kata-kata 
yang menyakiti hati maupun tidak dapat memenuhi keinginan seksual. Tingginya 
kasus kekerasan terhadap perempuan (istri) merupakan cerminan dari masyarakat 
yang masih memandang rendah peran dan fungsi perempuan di dalam keluarga. 
Perempuan masih diposisikan sebagai atribut yang harus patuh terhadap laki-laki 





tidak menjadi masalah bila laki-laki melakukan kekerasan dalam bentuk fisik, 
psikis maupun ekonomi agar istrinya dapat “patuh” terhadap laki-lakinya (suami). 
Menurut Walker (1979) menyatakan bahwa korban kekerasan dalam 
rumah tangga dapat terjadi pada semua usia, jenis kelamin, suku bangsa, budaya, 
agama, jenjang pendidikan, pekerjaan dan status pernikahan. Oleh sebab itu, latar 
belakang pendidikan yang tinggi tidak dapat menjadi jaminan bahwa perempuan 
dapat bebas dari perlakuan kekerasan. Gambaran ini menyiratkan bahwa 
perempuan dengan pendidikan tinggi tidak akan lepas dari kemungkinan 
intimidasi, teror, penganiayaan baik di sektor publik maupun domestik. 
Kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan sosial 
masyarakat maupun latar belakang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa 
kekerasan terhadap perempuan bukan disebabkan oleh situasi ekonomi atau tinggi 
rendahnya pendidikan seseorang, tetapi lebih pada ketidaksetaraan kekuasaan 
antara laki-laki dan perempuan. Pembagian peran sosial terhadap perempuan dan 
laki-laki menyebabkan terjadinya ketidaksamaan dan ketidakadilan terhadap 
perempuan. Pembagian peran sosial menempatkan perempuan hanya boleh berada 
di ranah domestik (keluarga), sedangkan laki-laki di ranah publik (lingkungan), 
dapat menyebabkan timbulnya ketimpangan dan ketidaksejajaran. 
Di era modern, pergeseran peran perempuan yang merambah ranah publik, 
sering mendapat tentangan dan hambatan. Salah satu perwujudan ketidakadilan 
tersebut adalah muncul rasa tersaingi yang ditambah lagi saat perempuan menjadi 
lebih berhasil dalam profesi di ranah publik. Rasa tersaingi dapat memicu 





karier mengakibatkan munculnya keretakan rumah tangga, bukan tidak mungkin 
dapat mengarah pada tindak kekerasan terhadap perempuan. 
Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan dampak untuk korban, 
keluarga, bahkan lingkungan sekitar. Akibat yang ditanggung dapat menjadi 
dampak yang bersifat sementara (jangka pendek), dapat pula berdampak dalam 
jangka panjang. Adapun dampak yang dapat diderita korban KDRT dapat berupa 
fisik, psikologis dan sosial. 
Lembaga sosial masyarakat yang memperhatikan perempuan terkait 
dengan kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya memberikan bantuan pada 
dalam bentuk pendampingan. Salah satu contohnya dapat diamati melalui LSM 
Rifka Annisa Yogyakarta. LSM ini telah menjadi wadah untuk korban 
kecenderungan budaya patriarki yang pada satu sisi memperkuat posisi laki-laki 
dan memperlemah posisi perempuan. Pada dasarnya perempuan rentan 
mengalami kekerasan baik fisik, psikis, ekonomi, sosial, maupun seksual. Adanya 
persoalan kekerasan berbasis gender yang mucul di masyarakat mendorong Rifka 
Annisa untuk melakukan kerja-kerja dalam rangka penghapusan kekerasan 
terhadap perempuan. 
Layanan konseling atau pendampingan yang diberikan kepada korban 
merupakan pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli atau orang yang terlatih 
sedemikian rupa sehingga pemahaman dan kemampuan psikologis diri korban 
dapat meningkat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Pendampingan 





terjadi. Pendampingan yang diberikan kepada korban dilakukan secara continue 
dan terarah.  
Pendampingan yang diberikan tergantung kebutuhan dari korban KDRT, 
apabila korban menjalani konseling maka membutuhkan waktu yang panjang. Hal 
ini dikarenakan korban merasa membutuhkan konseling untuk pemulihan 
psikologis supaya mencegah adanya trauma pada kehidupannya. Namun apabila 
kasus tersebut langsung melalui jalur hukum maka proses pendampingan 
konseling hanya berlangsung pada saat kasus ditangani hingga tahap penyelesaian 
kasus. 
Pentingnya penelitian yang dilakukan guna menyelesaikan permasalahan 
yang banyak terjadi di masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga 
merupakan fenomena yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Oleh karena 
itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan melihat pemberdayaan 
perempuan pada pelaksanaan pendampingan korban KDRT yang diberikan. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka beberapa permasalahan yang 
dapat diidentifikasi sebagai berikut: 
1. Masih banyaknya tindak kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan. 
2. Belum optimalnya penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh 
bantuan pihak ketiga. 
3. Masih adanya anggapan turun temurun yang memperkuat posisi laki-laki 





4. Ketidaksamaan pembagian peran sosial perempuan dan laki-laki dalam 
lingkup bermasyarakat mengakibatkan kesenjangan relasi gender. 
5. Belum banyak masyarakat yang paham tentang pendampingan KDRT 
yang disediakan oleh pengadalayanan. 
C. Batasan Masalah 
Mengingat luasnya bahasan dalam penelitian ini, maka peneliti  akan 
membatasi penelitian ini pada aspek kajian tentang “Pelaksanaan Pendampingan 
Korban KDRT  Berbasis Perspektif Gender di LSM Rifka Annisa Yogyakarta”. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi permsalahan diatas, dapat dirumuskan 
permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian ini, yaitu: 
1. Bagaimana pemberdayaan perempuan melalui kegiatan pendampingan 
pada korban KDRT di LSM Rifka Annisa Yogyakarta? 
2. Bagaimana dampak yang dialami korban KDRT setelah dilakukan 
pendampingan di LSM Rifka Annisa Yogyakarta? 
3. Apa faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan perempuan dalam 
pelaksanaan pendampingan korban KDRT di LSM Rifka Annisa 
Yogyakarta? 
E. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mendeskripsikan: 
1. Mendeskripsikan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan 





2. Mengetahui dampak yang dialami korban KDRT setelah dilakukan 
pendampingan di LSM Rifka Annisa Yogyakarta. 
3. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan perempuan 
dalam pelaksanaan pendampingan korban KDRT di LSM Rifka Annisa 
Yogyakarta. 
F. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua 
pihak. Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu informasi 
bagi penelitian sejenis dan memberikan informasi terhadap kajian-
kajian tentang pemberdayaan perempuan bagi jurusan Pendidikan 
Luar Sekolah dan mata kuliah yang terkait. 
b. Bagi peneliti berikutnya, dapat menjadi referensi mengenai konsep 
pemberdayaan perempuan. 
2. Manfaat Praktis 
Bagi pihak LSM, dapat digunakan sebagai pengembangan konsep 
pemberdayaan perempuan dalam kegiatan pendampingan korban 
kekerasan dalam rumah tangga. 
Bagi Pendidikan Luar Sekolah, dapat digunakan sebagai referensi 









A. Kajian Pustaka 
1. Pemberdayaan Perempuan  
a. Pengertian Pemberdayaan 
Menurut Zakiyah (2010:44) mengemukakan bahwa :  
“pemberdayaan merupakan transformasi hubungan kekuasaan antara laki-
laki dan perempuan pada empat level yang berbeda, yakni keluarga, 
masyarakat, pasar dan negara. Konsep pemberdayaan dapat dipahami 
dalam dua konteks. Pertama, kekuasaan dalam proses pembuatan 
keputusan dengan titik tekan pada pentingnya peran perempuan. Kedua, 
pemberdayaan dalam kegiatan yang berkaitan dengan fokus pada 
hubungan antara pemberdayaan perempuan dan akibatnya pada laki-laki di 
masyarakat yang beragam.” 
 
Menurut Parsons dalam Anggraeni Primawati (2012:371) menyatakan 
pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, 
dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan 
orang lain yang menjadi perhatiannya. 
Sedangkan menurut Suparjan dan Hempri (2003:50), menyatakan : 
“konsep pemberdayaan sebenarnya merupakan proses belajar yang 
menekankan orientasi pada proses serta pelibatan masyarakat (partisipasi). 
Proses pemberdayaan ini diharapkan mampu menumbuhkan kompetensi 
masyarakat yang meliputi tanggung jawab sosial dan kapasitas 
masyarakat.” 
 
Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 
pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan perempuan meliputi 
keterampilan, pengetahuan serta kekuasaan yang dapat membawa pengaruh positif 
dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya perempuan yang dapat berpartisipasi 





pembangunan kesejahteraan sosial. Hal itu dapat dilakukan dari memberdayakan 
diri sendiri. Dalam upaya pemberdayaan harus dapat memunculkan semangat dan 
motivasi yang membangkitkan kesadaran diri maupun orang lain mengenai 
potensi yang dimiliki untuk selanjutnya dikembangkan. 
Menurut Moser dalam Dzuhayatin dalam Dirdja (2014:52),: 
“inti strategi pemberdayaan sesungguhnya bukan bermaksud menciptakan 
perempuan yang lebih unggul dari kaum laki-laki. Pendekatan 
pemberdayaan perempuan lebih berupaya untuk mengidentifikasi 
kekuasaan bukan sekedar dalam kerangka dominasi laki-laki terhadap 
perempuan, melainkan dalam kerangka kapasitas perempuan untuk 
mengingkatkan kemandirian dan kekuatan internal.” 
 
Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa pemberdayaan 
perempuan merupakan sebuah usaha untuk memberikan kemapuan kepada 
perempuan agar menjadi manusia yang mandiri, berpengetahuan dan produktif, 
tidak adanya keinginan untuk melebihi laki-laki. Hal ini dilakukan hanya untuk 
meminimalisir tindakan diskriminatif dan kesenjangan antara laki-laki dengan 
perempuan. 
b. Pengertian Perempuan 
Menurut Umar Nasarudin (1999:37) mengatakan bahwa perempuan 
merupakan makhluk lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya 
yang halus. Secara umum sifat perempuan yaitu keindahan, kelembutan serta 
rendah hati dan memelihara. Kalangan feminis dalam konsep gendernya 
mengatakan, bahwa perbedaan suatu sifat yang melekat baik pada kaum laki-laki 
maupun perempuan hanya sebagai bentuk stereotipe gender. Misalnya, perempuan 
itu dikenal lemah lembut, kasih sayang, anggun, cantik, sopan, emosional, 





rasional, jantan, perkasa, dan melindungi. Padahal sifat-sifat tersebut merupakan 
sifat yang dapat dipertukarkan. Berangkat dari asumsi inilah kemudian muncul 
berbagai ketimpangan diantara laki-laki dan perempuan. 
Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa adanya anggapan yang 
menjadi pembeda memunculkan ketimpangan laki-laki dan perempuan. Dalam 
kenyataannya setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama, 
sehingga secara asasi berhak untuk dihormati dan diperlakukan sesuai dengan 
harkat dan martabatnya. Secara mendasar setiap manusia memiliki Hak Asasi 
Manusia yang meliputi, hak untuk mendapatkan keselamatan fisik, hak untuk 
mendapatkan keselamatan keyakinan, hak akan keselamatan keluarga, hak akan 
keselamatan milik pribadi serta hak akan keselamatan pekerjaan atau profesi.  
Menurut Sri Rejeki dalam Remiswal (2013 : 34) menyatakan bahwa, 
“perempuan merupakan sumber daya manusia yang memiliki peranan 
dalam pembangunan bangsa. Namun perempuan masih sukar 
mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara karena disebabkan lima faktor yaitu: (1) sistem tata nilai 
budaya yang masih menggunakan pola patriarkhi; (2) masih banyak 
peraturan perundang-undangan dengan bias gender sehingga perempuan 
kurang mendapat perlindungan yang setara dengan laki-laki; (3) adanya 
kebijakan dan program pembangunan yang dikembangkan secara bias 
gender, sehingga perempuan kurang mendapat kesempatan mengakses, 
mengontrol, berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan; dan (4) 
adanya pemahaman dan penafsiran ajaran agama yang kurang tepat 
sebagai akibat dari banyak pemuka agama yang mengggunakan 
pendekatan tekstual dibanding kontekstual.” 
 
Sedangkan menurut Talizidu dalam Remiswal (2013 :35) menyatakan 
bahwa: 
“partisipasi perempuan tidak dapat dipisahkan dari tujuan partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan, karena perempuan bagian dari 
masyarakat. Partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat dilakukan 





awal perubahan sosial; (2) menyerap atau memberikan tanggapan terhadap 
informasi, baik dalam arti menerima, menerima dengan syarat atau 
menolaknya; (3) turut dalam perencanaan pembangunan serta 
pengambilan keputusan; (4) terlibat dalam operasional pembangunan; (5) 
turut menerima, memelihara dan mengembangkan pembangunan; dan (6) 
menilai pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan hasilnya 
memenuhi kebutuhan masyarakat.” 
 
Berdasarkan pernyataan diatas dapat dimengerti bahwa perempuan 
merupakan sumber daya manusia yang turut berpartisipasi dalam pembangunan 
suatu bangsa, karena perempuan merupakan bagian dari masyarakat. Aktualisasi 
perempuan dalam partisipasi pembangunan masih sukar diterapkan karena adanya 
faktor-faktor yang tidak sinkron dengan yang seharusnya dilakukan. Partisipasi 
perempuan dalam pembangunan merupakan kesediaan perempuan dalam 
menunjang program-program baik dari inisiatif sendiri maupun dari 
pemerintahan. Bentuk partisipasi perempuan yang dikembangkan baik pada 
tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pengambilan manfaat 
dari informasi yang terdapat dalam program tersebut. 
c. Pemberdayaan Perempuan 
Pemberdayaan perempuan dipahami sebagai upaya meningkatkan akses, 
kontrol, dan partisipasi perempuan dalam proses sosial, ekonomi, dan politik, 
serta manfaat yang bisa dinikmati perempuan. Pemberdayaan perempuan menjadi 
sebuah kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan perempuan. Untuk 
mencapainya dibutuhkan sinergi dari beberapa aspek seperti kualitas sumber daya 
manusia, akses, kesetaraan dalam kekuasaan, partisipasi, dan kesejahteraan. 
Strategi pemberdayaan perempuan dalam konsep pendampingan pada 





yang menjadikan kaum perempuan sebagai mitra sejajar kaum laki-laki.  
Pemberdayaan perempuan melalui pendampingan ini dilakukan secara bertahap. 
Dengan cara memberikan motivasi/dorongan/support mental dengan diimbangi 
dengan pemberian pengertian pengetahuan tentang masalah yang sedang 
dihadapinya, pada umumnya pendampingan dilakukan untuk mngurangi beban 
psikis yang diterima korban baik dalam lingkup keluarga maupun lingkungan. 
Dari pemahaman inilah muncul sebuah keyakinan bahwa pengingkaran 
citra kemanusiaan perempuan dalam interrelasinya dengan kaum laki-laki 
terutama dalam mengaktualisasikan jati diri, baik dalam ranah negara maupun 
ranah masyarakat bahkan keluarga. Jika upaya memberdayakan atau 
meningkatkan kualitas hidup perempuan benar-benar dapat terwujud, tentu saja 
dapat mengatasi persoalan-persoalan yang dialami oleh perempuan. Oleh karena 
itu, pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan-perempuan untuk 
memperoleh akses dan control terhadap sumber daya, ekonomi, politik, social, 
budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri 
untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, 
sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. 
Menurut Suparjan dan Hempri (2003: 50) menyatakan bahwa;  
“konsep pemberdayaan merupakan proses belajar yang menekankan 
orientasi pada proses pelibatan masyarakat (partisipasi). Proses 
pemberdayaan ini diharapkan mampu menumbuhkan kompetensi 
masyarakat yang meliputi tanggung jawab sosial berarti bahwa tanggung 
jawab adalah masyarakat itu sendiri.” 
 
Menurut Parsons dalam Anggraeni Primawati (2012:371), pemberdayaan 





yang cukup untuk mempengaruhi kehidupanya dan orang lain yang menjadi 
perhatiannya. Keberhasilan suatu pemberdayaan merupakan keberhasilan bersama 
dari seluruh masyarakat. Apabila mengalami kegagalan maupun kekurangan 
dalam proses pemberdayaan maka masyarakat itu sendiri yang bertanggung jawab 
untuk memperbaikinya. Terkait dengan kompetensi kapasitas dalam 
pengembangan diri merupakan kemampuan penilaian kebutuhan, identifikasi 
sumber daya dan kemampuan untuk memanfaatkan peluang yang ada. 
Berdasarkan pengertian diatas maka pemberdayaan perempuan adalah 
suatu kegiatan yang berpengaruh terhadap diri sendiri dan bermanfaat bagi orang 
lain, meliputi keterampilan, pengetahuan, serta kekuasaan, dengan cara 
berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakatnya. Pemberdayaan merupakan 
bagian dari strategi dan program pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam upaya 
pemberdayaan maka harus dapat memotivasi dan membangkitkan kesadaran 
orang mengenai potensi yang dimiliki untuk selanjutnya dapat dikembangkan. 
2. Pendampingan  
a. Pengertian Pendampingan 
Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang 
diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan 
memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses 
pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat 
diwujudkan (Direktorat Bantuan Sosial, 2007: 4).  
Prayitno dalam Sukardi (2002 : 20)  mengemukakan bahwa, 
“pendampingan adalah pertemuan empat mata antara pendamping dan 





hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya pada waktu yang akan 
datang. Suasana keahlian didasarkan oleh norma-norma yang berlaku.” 
 
Berdasarkan pengertian diatas maka makna pendampingan merupakan 
kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh seseorang yang ahli untuk membantu 
orang lain dalam menyelesaikan suatu masalah dengan menumbuhkan 
kemandirian untuk mengambil keputusan baik dalam permasalahannya saat ini 
maupun permasalahanya di masa yang akan datang. 
Menurut Istianingsih (2008:85) menyatakan bahwa : 
“pendampingan adalah suatu kegiatan yang disengaja dilaksanakan secara 
sistematis dan sesuai aturan karena pembelajaran tersebut terjadi di tempat 
kerja, dan pekerjaannya sesuai dengan apa yang dikerjakan. Dalam hal ini 
pendampingan dapat dilaksanakan sesuai rencana dalam prosesnya tidak 
terjadi masalah yang mengambat jalannya pelaksanaan pendampingan. 
Perlu adanya proses perencanaan yang matang agar tujuan sesuai dengan 
apa yang di kehendaki.” 
 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:291) : 
“istilah damping berarti dekat; karib; rapat. Pendampingan adalah 
perorangan atau lembaga yang melakukan pendampingan dimana antara 
kedua belah pihak (pendampingan dan yang di damping) terjadi 
kesetaraan, kemitraan, kerjasama, kebersamaan tanpa ada batas golongan 
(kelas atau status sosial) yang tajam.” 
 
Sedangkan Menurut Totok S. Wiryasaputra (2006:57) bahwa 
Pendampingan adalah proses perjumpaan pertolongan antara pendamping dan 
orang yang didampingi. Dalam proses pendampingan akan memunculkan 
interaksi yang dapat memunculkan gagasan maupun jalan keluar ketika 
menghadapi masalah.  
Berdasarkan pengertian di atas disimpulkan bahwa pengertian 
pendampingan merupakan suatu kegiatan kerjasama yang dilaksanakan secara 





orang yang didampingi menemukan solusi dari masalahnya. Memberikan 
pengertian apa sedang dialami dirinya dan dengan cara penyelesaian yang sesuai 
untuk membantu permasalahannya serta memberikan dorongan serta menjadikan 
orang yang didampingi lebih berdaya dalam hal pengetahuan. 
b. Bentuk – Bentuk Peran Pendamping  
Menurut Depsos (2007:13) dalam penanganannya peranan pendamping 
sangatlah dibutuhkan. Peran yang dimiliki harus mencerminkan prinsip metode 
pekerjaan sosial. Adapun berbagai peranan yang dapat ditampilkan oleh para 
pendamping antara lain :  
1) Pembela (advocator) 
Pendamping melakukan pembelaan pada penerima manfaat yang 
mendapatkan perlakuan tidak adil. Pendamping sebagai pembela pada 
dasarnya berfokus pada anak, mendampingi penerima manfaat, 
mengembangkan peranan, tugas dan system yang berlaku, serta melakukan 
advokasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.  
2) Mediator (mediator) 
Pendamping berperan sebagai penghubung penerima manfaat dengan 
system sumber yang ada baik formal maupun informal. 
3) Pemungkin (enaber) 
Pendamping berperan memberikan kemudahan kepada penerima manfaat 
untuk memahami masalah, kebutuhan, potensi yang dimilikinya, dan 
mengembangkan upaya penyelesaian masalah. 





Pendamping berperan memberikan rangsangan dan dorongan semangat 
kepada penerima manfaat untuk bersikap positif, sehingga dapat 
mengembangkan potensi yang dimilikinya. 
3. Pengertian Gender 
Identias gender merupakan definisi diri seseorang, sebagai perempuan atau 
laki-laki yang berinteraksi secara kompleks antara kondisi biologisnya sebagai 
perempuan maupun laki-laki dengan berbagai karakteristik perilakunya yang 
dikembangkan sebagai hasil dari proses sosialisasi. Identitas gender mulai 
berkembang sejak usia dini dan kemudia diperkuat karena interaksinya dengan 
orang dewasa. Sedangkan orang dewasa cenderung akan menampakkan sikap dan 
perilaku yang telah dibentuk oleh keanggotaanya dalam kelompok gender 
tertentu. 
Pemahaman gender dimasyarakat diartikan sebagai suatu konsep 
mengenai peranan laki-laki dan perempuan pada budaya tertentu. Sebuah hasil 
bentukan ketentuan mengenai kehidupan bersosial bukan biologis (Elfi 
Muawanah, 200 :7). Gender merupakan cara pandang pembeda antara laki-laki 
dan perempuan melalui proses sosial budaya yang diterapkan secara turun-
temurun.  
Menurut Julia Cleves (2002:3) mengungkapkan bahwa, gender merupakan 
seperangkat peran yang digunakan untuk menyampaikan kepada orang lain bahwa 
kita adalah feminin atau maskulin. Sedangkan, menurut Miftah Fiqih (2002:14) 





laki dan perempuan yang bukan pada tataran biologis dan kodrat Tuhan, 
melainkan dalam tataran sosial budaya.  
Berdasarkan pendapat diatas dapat di mengerti bahwa memiliki kesamaan 
makna gender merupakan cara pandang masyarakat tentang peranan laki-laki 
untuk menjadi maskulin dan perempuan untuk menjadi feminin yang dilakukan 
secara turun temurun dan di konstruksi dengan proses sosial budaya. Membahas 
mengenai gender tidak semata-mata ingin menyalahi secara kodrati. Namun 
dengan tujuan untuk menjelaskan proporsi peranan serta sosialnya laki-laki dan 
perempuan agar memiliki peran yang setara.  
Posisi perempuan dalam masyarakat menginginkan dipenuhinya 
kepentingan strategis gender, termasuk akses yang sama terhadap proses 
pengambilan keputusan, penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan, kepemilikan 
tanah dan sebagainya, sehingga mengubah cara gender menentukan kekuasaan, 
status dan kontrol atas sumberdaya. Keterlibatan perempuan di dalam ranah sosial 
merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesetaraan gender dan 
keadilan gender.  
Menurut Nugroho dalam Roziqoh (2004. 89) mengungkapkan bahwa: 
“kesetaraan gender berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun 
perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai 
manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, 
hukum, ekonomi, sosial budata, pendidikan dan pertahanan dan keamanan 
nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Sedangkan 
keadilan gender (gender equity) memiliki arti bahwa sebuah proses dan 
perlakuan adil terhadap perempuan.” 
 
Peran gender tradisional yang berganti mengikuti perubahan konsep 





proses industrialisasi. Model - model pembangunan yang dirancang dan 
dipergunakan tidak selalu memperhatikan relasi yang ada di antara perempuan 
dan laki-laki. Akibatnya, proses pembangunan yang terus berjalan tidak 
menghasilkan kesetaraan gender, bahkan dalam beberapa kasus, proses tersebut 
justru mengurangi peran signifikan perempuan di dalam lingkup komunitasnya. 
Menurut Umar dalam Remiswal (2013:12) berpendapat bahwa: 
“teori gender dikelompokkan kedalam dua aliran, yaitu nature dan 
nurture. Bersumber dari dua aliran besar inilah teori gender dibangun. 
Dalam aliran nature bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan 
bersifat kodrati. Sedangkan aliran nurture menyatakan bahwa, perbedaan 
relasi gender antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor 
biologis, melainkan konstruksi masyarakat.” 
 
Menurut Millet dalam Remiswal (2013:12) menyatakan bahwa: 
“aliran nature melihat perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan 
disebabkan oleh perbedaan biologis. Karena dari sisi biologis laki-laki 
memiliki tubuh lebih kuat dan kekar. Perempuan mengalami menstruasi, 
mengandung, melahirkan dan menyusui. Masing-masing peranan tidak 
dapat dipertukarkan laki-laki. Lain halnya dalam aliran nurture, bahwa 
peran yang di konstruksi oleh budaya masyarakat masih dapat 
dipertukarkan, seperti mencari nafkah, menjadi pimpinan, menyelesaikan 
urusan domestik, yang dapat dilakukan secara bergantian antara laki-laki 
dan perempuan.” 
 
Berdasarkan pendapat diatas maka terdapat dua aliran dalam teori gender 
yaitu nature dan nurture. Dalam penjelasannya terdapat perbedaan makna dan 
bias gender dari dua aliran tersebut. Nilai-nilai bias gender yang terjadi di 
masyarakat dianggap disebabkan oleh faktor biologis, yang tidak lain merupakan 
konstruksi budaya. Selain itu, gender dapat menentukan akses kita terhadap 
pendidikan, kerja, alat-alat dan sumber daya yang diperlukan untuk industri dan 





dan bertindak secara autonom. Oleh karena itu, gender bisa jadi faktor penting 
dalam membentuk diri. 
4. Perspektif Gender 
Kaum laki-laki dan perempuan memiliki peran gender yang berbeda-beda. 
Terdapat pekerjaan yang dilakukan mereka daam komunitasnya, dan status 
maupun kekuasaan di dalam masyarakatnya. Perbedaan perkembangan peran 
gender di dalam masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari 
lingkungan alam hingga cerita dan mitos-mitos yang ada sejak zaman dahulu. 
Menurut Caplan (1987) dalam Elfi Muawanah (2009:7), menegaskan 
bahwa : 
“perbedaan antara laki-laki dan perempuan selain biologis, sebagian justru 
terbentuk melalui proses budaya dan sosial. Perubahan sosial budaya 
mempengaruhi watak sosial masyarakat, semakin berkembangnya suatu 
keadaan sosial akan mempengaruhi pola pikir dan cara pandang 
masyarakatnya.” 
 
Menurut Mansour Eakih (1997:14), mengungkapkan bahwa:  
“perspektif gender merupakan cara pandang masyarakat yang mulai 
memfokuskan perbedaan dan peran gender melainkan dari akibat ketidak-
adilan yang ditimbulkannya. Peran gender yang dimiliki perempuan dinilai 
lebih rendah dibanding peranan laki-laki.” 
 
 Sedangkan menurut Laporan Kebijakan Bank Dunia (2005:2) 
mengungkapkan bahwa  
“perspektif gender merupakan penafsiran dan pengembangan peran laki-
laki dan perempuan yang dilakukan sedemikian rupa oleh setiap 
kebudayaan dan menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan 
dalam berperilaku dan berkegiatan, serta hak, sumber daya, dan kekuasaan 
yang dimiliki.” 
 
Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 





perempuan dan laki-laki yang terbentuk melalui berkembangnya proses sosial dan 
budaya secara turun temurun yang mengakibatkan ketidakadilan peran gender 
dalam menjalankan tuntutan sosial hingga mengakibatkan ketidaksetaraan gender. 
Misalnya, hampir semua masyarakat memberikan tanggung jawab pengasuhan 
anak kepada perempuan, sementara untuk urusan kemiliteran dan pertahanan 
negara kepada laki-laki. 
5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Dalam kehidupan berumah tangga setiap pasangan menginginkan 
kehidupan yang bahagia, saling mencintai dan penuh keharmonisan. Namun di 
sayangkan bahwa, tak ada satupun keluarga yang tidak mengalaminya. Adanya 
ketegangan dan konflik yang biasa terjadi dapat menambah warna-warna dalam 
kehidupan berumah tangga. Tanpa disadari konflik dan ketegangan dapat 
berkembang menjadi tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. 
Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Pasal 1 
Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga adalah: 
“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat 
timbulnya penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran 
rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan 
atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup 
rumah tangga.” 
 
Menurut Tarigan, dkk (2001) menyatakan bahwa:  
“Kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk tindakan kekerasan 
baik fisik maupun psikis yang terjadi dalam rumah tangga, baik antara 
suami dan istri maupun orang tua dan anak. Dapat dikatakan pula bahwa 
kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan adalah tindakan yang 
menghambat, melangar, atau meniadakan kenikmatan dan pengabaikan 






Sedangkan menurut Hasbianto pengertian kekerasan dalam rumah tangga 
merupakan suatu bentuk penganiayaan (abuse) secara fisik maupun 
emosional/psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap 
pasangan dalam kehidupan rumah tangga (Sri Meiyenti, 1999:6). 
Berdasarkan definisi di atas maka kekerasan dalam rumah tangga 
merupakan sebuah adanya tindakan yang dianggap mengancam, memaksa, atau 
merampas, menghambat, menghilangkan kenikmatan dan pengabaian hak 
perempuan terhadap istri yang melanggar hukum dan hak asasi manusia (HAM), 
selain itu mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, 
seksual dan psikologis. 
a. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi berupa 
kekerasan fisik dan psikis. Mencermati pendapat para ahli mengenai istilah 
penulis juga menyelaraskan dari isi UU No. 23 Tahun 2004. 
Kristi Poerwandari (2002:11) mengemukakan beberapa bentuk kekerasan 
sebagai berikut : 
a) Kekerasan fisik 
Kekerasan fisik adalah suatu tindak kekerasan (seperti: 
memukul, menampar, mencekik dan sebagainya) yang mengakibatkan 
luka, rasa sakit, atau cacat pada tubuh istri hingga menyebabkan 
kematian. 





Kekerasan psikologis atau sering disebut psikis merupakan 
suatu tindakan yang dilakukan secara verbal (seperti: menghina, 
berkata kasar dan kotor) yang mengakibatkan menurunnya rasa 
percaya diri, mengingkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk 
bertindak dan tidak berdaya. Kekerasan psikis ini dapat menumbuhkan 
dendam dihati istri. 
c) Kekerasan seksual 
Kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan yang 
berhubungan dengan memaksa istri untuk melakukan hubungan 
seksual dengan cara yang tidak wajar atau bahkan tidak memenuhi 
kebutuhan seksual istri. (seperti : melakukan tindakan yang mengarah 
keajakan/desakan seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa 
berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya). 
Adapun bentuk dari kekerasan seksual lainnya adalah sex abuse 
atau disebut juga sebagai penganiayaan atau pelecehan seksual, yaitu 
memaksa perilaku seksual yang tidak diinginkan oleh satu orang pada 
orang lain. Beberapa jenis sex abuse yaitu, sebagai berikut: 
1) Non consensus yaitu memaksa perilaku seksual fisik. 
2) Seksual mencium, belaian, paparan alat kelamin. 
3) Incest (kelainan seksual) 
Pelecehan terhadap pasangan seksual merupakan salah satu 
bentuk kekerasan yang tidak disadari dalam rumah tangga. 





posisi otoritas untuk memaksa orang lain terlibat dalam aktivitas 
seksual lain yang tidak diinginkan. 
d) Kekerasan finansial. 
Kekerasan finansial ini termasuk dalam kekerasan ekonomi 
yang suatu tindakannya membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di 
luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termasuk 
membiarkan istri bekerja untuk di eksploitasi, sementara suami tidak 
memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Selain itu, sebagian suami 
yang tidak memberikan gajinya kepada istri karena istrinya telah 
berpenghasilan, suami menyembunyikan gajinya, mengambil harta 
istri, tidak memberi uang belanja yang mencukupi, atau tidak memberi 
uang belanja sama sekali, menuntut istri memperoleh penghasilan 
lebih banyak, dan tidak mengijinkan istri untuk meningkatkan 
karirnya. 
e) Kekerasan spiritual 
Kekerasan spiritual yaitu dimana biasanya pelaku merendahkan 
keyakinan dan kepercayaan subjek, memaksa subjek untuk meyakini 
hal-hal yang tidak diyakininya, atau bahkan memaksa subjek 
mempraktikkan ritual dan keyakinan tertentu. 
 Adapun tindakan terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah 
tangga, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terdiri atas empat macam, yaitu: 





Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa 
sakit, jatuh sakit atau luka berat. Bentuk-bentuknya antara lain seperti 
tamparan, pemukulan, penjambakan, penginjak-injakan, penendangan, 
pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda 
tajam seperti pisau, gunting serta pembakaran. 
b) Kekerasan psikis 
Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan 
ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk 
bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada 
seseorang. Bentuk kekerasan ini mencakup makian, penghinaan yang 
berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan 
ancaman yang dimaksudkan untuk memunculkan rasa takut. 
c) Kekerasan seksual 
Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang 
dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga atau 
pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup 
rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau 
tujuan tertentu. Kekerasan yang bernuansa seksual termasuk berbagai 
perilaku yang tidak diinginkan dan mempunyai makna seksual atau 
sering disebut “pelecehan seksual”, maupun berbagai bentuk 







d) Penelantaran rumah tangga 
Penelantaran rumah tangga merupakan seseorang tidak 
melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap orang dalam lingkup 
rumah tangga berupa mengabaikan memberikan kewajiban kehidupan, 
perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk dalam 
kategori penelantaran rumah tangga adalah memberikan batasan atau 
melarang seseorang untuk bekerja yang layak di dalam rumah atau di 
luar rumah sehingga korban berada dalam kendali orang tersebut. 
Bentuk-bentuk kekerasan diatas merupakan sebuah cerminan dari berbagai 
bentuk tindak kekerasan yang seringkali terjadi dalam kehidupan di dalam rumah 
tangga. 
b. Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga 
Menurut Fathul Djannah dkk (2002:16-20) merumuskan faktor-faktor 
yang menimbulkan tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga, yaitu 
sebagai berikut: 
a) Faktor Eksternal 
Penyebab eksternal timbulnya tindak kekerasan terhadap istri 
berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami-istri dan diskriminasi jender 
dikalangan masyarakat. Kekuasaan suami dalam perkawinan terjadi karena 
unsur-unsur kultural yang terdapat norma-norma di dalam kebudayaan 
tertentu memberi pengaruh yang menguntungkan suami. Pembeda peran 
dan posisi antara suami dan istri di dalam keluarga dan masyarakat 





diyakini sebagai ideologi dalam masyarakat tersebut. Hak istimewa yang 
dimiliki laki-laki sebagai akbiat dari konstruksi sosial ini, menempatkan 
suami sebagai seseorang yang mempunyai kuasa yang lebih tinggi dari 
perempuan. Hal tersebut yang akhirnya memunculkan diskriminasi jender 
atau ketidak adilan jender. 
b) Faktor Internal 
Menurut Mosasi dalam Fathul Djannah dkk, 2002: 16-20) faktor 
internal timbulnya kekerasan dalam perempuan adalah kondisi psikis dan 
kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan. R Langley, Ricard D, 
dan Levy C, menyatakan bahwa kekerasan laki-laku terhadap perempuan 
dikarenakan : sakit mental, pecandu alkohol dan obat bius, penerimaan 
masyarakat terhadap kekerasan, kurangnya komunikasi penyelewengan 
seks, citra diri yang rendah, frustasi, perubahan situasi dan kondisi 
kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola 
kebiasaan turunan dari keluarga atau orang tua). 
 Dalam kaitannya, Fathul Djannah, dkk (2002: 51-62) juga mengemukakan 
beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah 
tangga, yaitu sebagai berikut: 
a) Kemandirian ekonomi istri 
Penelitian Meiyanti menemukan bahwa adanya ketergantungan 
istri kepada suami dalam bidang ekonomi karena status istri tidak bekerja, 
merupakan salah satu faktor yang mendorong suami untuk bertindak 





kemampuan istri yang berkerja juga menyebabkan suami melakukan 
kekerasan, karena istri memiliki penghasilan yang “lumayan” dapat 
memicu kekerasan ekonomi yang berkepanjangan. Suami akan lebih 
cenderung mengeksploitasi istrinya yang memiliki penghasilan lebih. 
Anggapan suami yang merasa tidak terlalu dituntut untuk memberikan 
gajinya kepada istri, maka pada saat yang sama justru suami 
berkesempatan menggunakan pendapatannya untuk kawin lagi atau 
berselingkuh dengan perempuan lain. 
b) Pekerjaan istri 
Kekerasan akibat pekerjaan istri diluar rumah bisa saja dikarenakan 
suami tidak rela melepaskan istri untuk berada di luar rumah, serta 
ketidakinginan seuami berbagi tugas dalam pekerjaan domestik (seperti: 
memasak, mencuci, membersihkan rumah, menjaga anak-anak) atau ingin 
mendapat pelayanan makanan yang baik. 
c) Perselingkuhan suami 
Perselingkuhan suami dengan perempuan lain atau menikah lagi 
merupakan salah satu penyebab paling rawan timbulnya kekerasan dalam 
rumah tangga. Perempuan yang suaminya memiliki hubungan dengan 
perempuan lain (extra marial relationship) mengalami trauma psikologis 
karena dua faktor. Pertama, dia merasa tidak dicintai dan posisinya 
diambil alih oleh orang lain. Kedua, suami menjadi berubah yang 
menunjukkan ada sesuatu yang kurang pada dirinya sebagai perempuan 





d) Campur tangan pihak ketiga 
Campur tangan anggota keluarga dari pihak suami, terutama ibu 
mertua dapat menyebabkan suami melakukan kekerasan terhadap istri. 
Karena adanya rasa lebih berpengalaman dalam berkeluarga biasanya ibu 
mertua selalu melakukan intervensi dalam lingkungan keluarga anak-
anaknya atau terlalu banyak mengatur menatu wanitanya dalam melayani 
suami dan anak-anak tanpa memandang hak-hak yang dimiliki menantu 
wanitanya tersebut. Apabila menantu tidak mematuhi apa yang dikatakan 
ibu mertua, ibu mertua akan menegur anak laki-lakinya. Sebagai anak 
tentu pertama kali yang dilakukan adalah membela seorang ibu, dan 
menyalahkan istri tanpa mempelajari dahulu permasalahannya. Oleh 
karena itu, campur tangan dari anggota keluarga dapat berpotensi 
terjadinya kekerasan terhadap istri. 
Sementara itu, menurut Kristi Poerwandari (Ridwan, 2006: 73) 
mengemukakan faktor lain yang mendorong penyebab kekerasan dengan bentuk 
yang beragam, yaitu sebagai berikut : 
a) Dalam relasinya dengan laki-laki, pemaknaan sosial dari perbedaan 
biologis tersebut menyebabkan penguatan mitos, stereotype, aturan, 
praktek yang merendahkan perempuan dan memudahkan terjadinya 
kekerasan. Kekerasan dapat berlangsung dalam keluarga dan relasi 





b) Dari sisi ekonomi perempuan dapat dijadikan sarana pengeruk 
keuntungan, sehingga banyak berlangsungnya pelacuran, perdagangan 
perempuan atau pornografi. 
c) Kekerasan terhadap perempuan sekaligus dapat digunakan sebagai sarana 
teror, penghinaan atau ajakan perang pada kelompok lain. 
Dari faktor-faktor diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya 
kekerasan dalam rumah tangga ialah laki-laki dan perempuan tidak diposisikan 
setara dalam masyarakat, budaya yang menempatkan istri selalu bergantung 
kepada suami khususnya dalam hal finansial, serta kondisi kepribadian dan 
psikologis suami yang tidak stabil dan kurang bertanggung jawab terhadap 
keluarganya. 
c. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Menurut Arif Gosita dalam Soeroso (2010:12) menjelaskan bahwa : 
“koban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai 
akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri atau 
orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang 
menderita.” 
 
Sedangkan menurut Muladi dalam Soeroso (2010:113) menyatakan : 
“korban (victims) adalah orang yang bai secara individual maupun kolektif 
telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, 
ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang 
fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum 
pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.” 
 
Arif Gosita dalam Soeroso (2010 :116) menjelaskan hak dan kewajiban 
korban kekerasan dalam rumah tangga yang harus dilaksanakan, antara lain : 





1) Korban berhak mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai 
dengan kemampuan pelaku. 
2) Korban berhak menolak kompensasi karena tidak memerlukannya. 
3) Korban berhak mendapat kompensasinya untuk ahli warisnya, bila 
korban meninggal dunia karena tindakan tersebut. 
4) Korban berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi. 
5) Korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya. 
6) Korban berhak menolak menjadi saksi, bila hal ini akan 
membahayakan dirimya. 
7) Korban berhak mendapat perlindungan dari ancaman pihak pelaku, 
bila melaporkan dan menjadi saksi. 
8) Korban berhak mendapat bantuan penasihat hukum. 
9) Korban berhak mempergunakan upaya hukum. 
b. Kewajiban korban 
1) Korban tidak main hakim sendiri. 
2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah terjadinya/timbulnya 
korban lebih banyak lagi. 
3) Korban berkewajiban mencegah kehancuran pelaku, baik oleh diri 
sendiri maupun orang lain. 
4) Korban wajib serta membina pelaku. 






6) Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan 
pelaku. 
7) Berkewajiban memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi 
kompensasi secara bertahap atau sesuai dengan kemampuannya. 
8) Berkewajiban menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri 
dan ada jaminan. 
Dari faktor-faktor diatas, dapat disimpulkan bahwa korban kekerasan 
dalam rumah tangga merupakan orang yang menderita kerugian fisik, mental, 
ekonomi dan merupakan korban penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, 
terdapat beberapa hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh korban 
KDRT sebagimana telah tertuang dalam paragraf diatas. 
B. Penelitian yang Relevan 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian yang relevan 
sebagai acuan, yaitu: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Rodiyah (2012) 
Laporan penelitian Rodiyah yang berjudul Model 
Pemberdayaan Kelompok Rentan KDRT Berbasis Need Assesment 
dalam Perspektif Hukum. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 
kelompok renyan KDRT dihadapkan pada ketidakmampuan memenuhi 
kebutuhan praktis dan strategis sebagai dasar hidup layak dalam 
pemberdayaan perempuan dan anak untuk menciptakan keadilan dan 
kesetaraan gender. Model pemberdayaan yang efektif dengan 





pemerintah maupun organisasi negara untuk memberdayakan  korban 
KDRT.  
Model pemberdayaan yang efektif dan efisien adalah 
denganmengginakan pengembangan pendidikan pemberdayaan 
perempuan dengan life skill yang berbasis pada need assesment. 
Kendala yang dihadapi dalam melakukan pemberdayaan ini adalah 
kendala kemiskinan yang disebabkan oleh kemiskinan struktural dan 
kemiskinan kultural, serta ketidak mandirian perempuan karena tidak 
berpendidikan serta masyarakat yang belum sinergis melakukan 
pemberdayaan terhadap mereka. Terutama kendala ketidakmampuan 
mempunyai life skill (keterampilan hidup yang memadahi untuk 
menyelesaikan masalah besar). 
Penelitian tersebut berkaitan dengan bidang kajian penelitian 
yang akan peneliti lakukan, yaitu pemberdayaan perempuan korban 
KDRT. Dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan pemberdayaan yang 
dilakukan kepada perempuan korban KDRT di DIY. Peneliti akan 
melihat berbagai penangan dan pemberdayaan yang dilakukan serta 
kendala-kendala yang ada, bukan tidak mungkin kendala-kendala 
serupa akan dialami oleh LSM Rifka Annisa dalam pendampingan 
terhadap korban KDRT. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Prihatin (2013) 
Laporan penelitian Dian Prihatin yang berjudul Peran Konselor 





LSM Sahabat Perempuan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah). 
Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa koselor di Sahabat 
Perempuan dalam menangani korban kekerasan seksual berperan 
dalam hal konseling hukum, konseling psikologis, dan trauma healing. 
Adapun konseling yang diberikan berupa penguatan perempuan 
korban dan memotivasi para korban kekerasan seksual. Pada korban 
kekerasan seksual merasakan dampak yang sangat positif, mereka 
mengakui konselor sangat berperan dalam mengembalikan keberanian 
dan semangat mereka dalam menghadapi kehidupan di masa depan. 
Hambatan yang dihadapi Sahabat Perempuan dalam menangani korban 
kekerasan seksual adalah SDM Sahabat Perempuan yang kurang 
mencukupi, kurang kooperatifnya korban saat proses penanganan 
kasus. 
Penelitian tersebut berkaitan dengan bidang kajian penelitian 
yang akan peneliti lakukan, yaitu bidang kekerasan terdahadap 
perempuan. Namun disini peneliti lebih memfokuskan pada KDRT 
yang dialami oleh korban perempuan. Peneliti akan melihat berbagai 
penanganan dan pendampingan yang dilakukan oleh Sahabat 
Perempuan serta hambatan-hambatan yang ada, bukan tidak mungkin 
hambatan serupa akan dialami oleh LSM Rifka Annisa dalam 







C. Kerangka Berpikir 
Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan 
perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin akan berakibat 
kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual ataupun 
psikologis, dan termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan 
kemerdekaan sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah domestik maupun 
publik. 
Kekerasan dapat terjadi dimana saja, sekalipun dalam lingkungan keluarga 
seperti kekerasan terhadap anak/istri. Tidak hanya itu, kekerasan juga dapat terjadi 
dalam kehidupan sehari-hari masyrakat umum seperti pelecehan seks oleh orang 
lain, praktik-praktik budaya yang merugikan perempuan/anak perempuan, dan 
lain sebagainya. Jika terjadi tindak kekerasan tersebut maka sesegera mungkin 
untuk mencari pertolongan. Pertolongan dapat ditemukan baik didalam keluarga 
maupun meminta bantuan pihak ketiga. Hindari menyalahkan diri sendiri dan 
membuat keyakinan bahwa siapapun berhak mendapatkan kehidupan yang aman. 
Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji mengenai pelaksanaan 
pendampingan terhadap korban KDRT di LSM Rifka Annisa. Oleh karena itu, 











































Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian teori dan 
kerangka pikir maka pertanyaan yang hendaknya dijawab melalui penelitian ini 
adalah: 
1. Adakah prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan pendampingan 
korban KDRT? 
2. Bagaimana langkah proses pelaksanaan pendampingan korban KDRT? 
3. Adakah pendampingan yang diberikan terhadap keluarga dan 
lingkungan untuk membantu proses pemulihan korban KDRT? 
4. Adakah dampak diterima setelah korban KDRT melakukan 
pendampingan di LSM Rifka Annisa? 
5. Apa faktor yang menghambat pelaksanaan pendampingan terhadap 
korban KDRT di LSM Rifka Annisa Yogyakarta? 
6. Apa faktor yang mendukung pelaksanaan pendampingan korban 







a. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif 
dengan pendekatan kualitatif karena penelitian ini menyajikan, melukiskan 
atau menggambarkan data secara deskriptif. Menurut Moleong (2012:6), 
penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 
fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya 
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan 
dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 
konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 
alamiah. Sedangkan menurut Nurul Zuriah (2007: 47) mengungkapkan 
bahwa pendekatan deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk 
memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara 
sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi maupun daerah 
tertentu. 
Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian 
kualitatif merupakan penelitian yang mendalami suatu fenomena dalam 
masyarakat dengan menggunakan metode alamiah untuk disajikan secara 
holistik maupun deskripsi tanpa menguji hipotesis, namun 
menggambarkan kondisi sebenarnya suatu variabel. Dalam penerapannya, 
peneliti ini tidak banyak menggunakan angka-angka statistik melainkan 
hanya menggunakan uraian dalam bentuk kalimat. Alasan menggunakan 





perhitungan presentasi rata-rata dan lain-lainnya dan adanya angka-angka 
hanya bersifatnya sebagai penunjang, sedangkan penekananya pada proses 
kerja terdiri dalam kegiatan sehari-hari yaitu fokus analisis yang terpaut 
langsung dengan masalah kehidupan manusia.  
b. Subyek Penelitian 
Penentuan subyek penelitian dilakukan dengan mengambil sampel 
disesuaikan dengan tujuan penelitian. Peneliti menentukan secara mandiri 
sampel yang akan diambil untuk mencari informasi yang terkait dengan 
penelitian dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Berikut 
merupakan subyek dalam penelitian adalah 1) Pendamping Korban KDRT 
2) Staf LSM Rifka Anissa, 3)Korban KDRT. 
Alasan pemilihan subyek penelitian tersebut didasarkan pada 
pertimbangan sebagai pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam 
pemberdayaan perempuan melalui pelaksanaan pendampingan korban 
KDRT berbasis perspektif gender, serta kebutuhan informasi penelitian 
yang terkait sehingga mendapatkan informasi dari berbagai macam pihak 
secara maksimal. 
c. Setting dan Waktu Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang ditetapkan dalam penelitian adalah 
Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa Yogyakarta. Alamat LSM 
Rifka Annisa Yogyakarta terletak pada Jalan Jambon IV. Kompleks 





berdasarkan pertimbangan bahwa LSM Rifka Annisa Yogyakarta ini 
merupakan salah satu women crisiss centre yang menangani 
permasalahan-permasalahan perempuan. 
2. Waktu Penelitian 
Kegiatan pendampingan ini bergerak di bidang pemberdayaan 
terhadap perempuan dengan membantu memberikan pengetahuan dan 
mencegah terjadinya diskriminasi gender terhadap perempuan. Kegiatan 
penelitian dilakukan pada saat jam kerja LSM sehingga peneliti dapat 
mengamati proses penanganan klien. Waktu penelitian untuk 
mengumpulkan data dilaksanakan dengan pada tanggal 18 Maret sampai 
11 April 2016.  
d. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam pengumpulan data agar menangkap makna secara tepat, 
cermat, rinci, dan komperhensif, maka dalam penelitian ini pengumpulan 
data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. 
1) Observasi  
S. Margono dalam Nurul Zuriah (2007:173) menjelaskan 
bahwa observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 
secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek 
penelitian. Sedangkan menurut Marshall (1955) dalam Sugiyono 
(2010:64) menjelaskan bahwa melalui observasi peneliti belajar 





Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 
observasi non partisipan dimana peneliti tidak terlibat dan hanya 
sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2012:204). Pada 
prosesnya observasi dilaksanakan sesuai dengan pedoman 
observasi yang telah dibuat, observasi dilakukan pada dua aspek 
yaitu aspek fisik dan non fisik. Aspek fisik tersebut meliputi 
keberadaan gedung, sarana prasarana dan fasilitas yang digunakan. 
Sedangkan pada aspek non fisik peneliti mengamati pelayanan 
yang diberikan Rifka Annisa kepada klien/calon klien serta 
mengamati suasana dalam pelaksanaan pendampingan. 
2) Wawancara 
Menurut Nurul Zuriah (2007: 179) wawancara merupakan 
suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk 
mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Wawancara 
merupakan metode paling ampuh untuk mengungkapkan kenyataan 
hidup, apa yang dipikirkan dan dirasakan orang tentang berbagai 
aspek kehidupan melalui tanya jawab peneliti dapat memasuki 
alam pikiran orang lain (obyek yang diteliti), sehingga peneliti 
memperoleh gambaran apa yang mereka maksudkan. 
Wawancara menanyakan pertanyaan yang telah terstruktur 
sebelumnya kemudian dikembangkan untuk menggali informasi 
yang diperlukan. Pedoman wawancara yang sebelumnya telah 





harapan dan kebutuhan untuk mendapatkan hasil informasi yang 
optimal. Tujuan wawancara ini adalah untuk mengungkap proses 
pemberdayaan perempuan korban KDRT dalam pelaksanaan 
pendampingan berbasis gender. Wawancara dilakukan dengan 
narasumber yang telah ditentukan sebelumnya dalam penelitian ini, 
antara lain: staf, pendamping dan korban KDRT serta pihak yang 
berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan LSM Rifka 
Annisa terhadap pemberdayaan perempuan korban KDRT melalui 
pendampingan berbasis perspektif gender.  
3) Dokumentasi 
Sugiyono (2010:329) menyatakan bahwa dokumentasi 
merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa 
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 
seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan 
sumber-sumber tertulis dari pendamping dan pengelola LSM Rifka 
Annisa. Data tersebut dapat berupa dokumen terkait yaitu data 
informasi kasus KDRT, leaflet LSM Rifka Annisa, Standar 
Oprasional Prosedur (SOP), laporan pelaksanaan kegiatan dan 
sarana prasarana yang menunjang kegiatan pendampingan serta 
foto-foto kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan 
perempuan korban KDRT. Dokumentasi digunakan dengan 
maksud menguatkan fakta atau sebagai bukti dari data yang 





Sesuai dengan metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian 
ini, instrumen utama yang digunakan adalah peneliti sendiri. Muhamad 
Idrus (2007: 127) dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah human 
instrumen, artinya dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri yang 
bertindak sebagai instrumen penelitian. Peneliti dibantu kegiatan 
observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang 
terkait dan akurat. Berikut ini merupakan kisi-kisi instrumen penelitian 






Tabel 2. Kisi-kisi Instrumen Penelitian 
Fenomena yang 
diamati 




















 b. Koordinasi dan 



















b. Melakukan rujukan 
ke puskesmas atau 
rumah sakit. 













































































e. Teknik Analisis Data 
Menurut Sugiyono (2010:89) analisis data dalam penelitian 
kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan,selama dilapangan, 
dan setelah selesai dilapangan. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan interactive model sebagaimana diungkapkan 
oleh Miles dan Huberman (1992: 16-21) yang terdiri dari beberapa 
komponen sebagai berikut: 
1) Reduksi Data (Data Reduction) 
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilahan data, pemusatan 
perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi 
data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. 
Secara sederhana, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-
hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. 
2) Penyajian Data (Data Display) 
Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan 
menggunakan kata-kata atau teks naratif. Melalui penyajian data 
tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola 
hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. 
3) Kesimpulan/Verifikasi (Conclusing Drawing/Verification) 
Penarikan kesimpulan adalah bagaimana peneliti mencari makna 
dari data yang terkumpul kemudian menyusun suatu pola 
hubungan tertentu kedalam suatu informasi yang mudah dipahami 





digabungkan dan dibandingkan dengan yang lain sehingga mudah 
ditarik kesimpulan sebagai jawaban. 
f. Teknik Keabsahan Data 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan 
triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Menurut (Sugiyono, 2010: 372) 
triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 
cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Sedangkan 
triangulasi teknik adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan 
dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan tehnik yang 
berbeda (Sugiyono 2010: 330). Peneliti dalam memperoleh data 
berdasarkan sumber yang berbeda-beda. Sehingga keabsahan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber karena 
menggunakan teknik yang sama pada sumber yang berbeda-beda.  
 Dalam prosesnya, peneliti akan membandingkan jawaban antar 
informan di setiap pertanyaan yang sama baik dari pengelola, pendamping 
di LSM Rifka Annisa maupun dari pihak korban KDRT. Selain itu untuk 
memperkuat hasil penelitiannya, peneliti melakukan observasi lapangan 
dengan membawa pedoman observasi yang telah dibuat. Peneliti juga 
membandingkan dengan dokumen yang diperoleh dari hasil lapangan, 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
Hasil pengumpulan data berdasarkan wawancara, pengamatan serta 
dokumentasi yang mendukung. Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Sejarah LSM Rifka Annisa 
LSM Rifka Annisa yang berati “Teman Perempuan” adalah organisasi 
non pemerintah yang berkomitmen pada masa penghapusan kekerasan 
terhadap perempuan. Didirikan pada 26 Agustus 1993, organisasi ini di 
inisiasi oleh beberapa aktivis perempuan diantaranya yaitu Suwarni Angesti 
Rahayu, Sri Kusniyuniati, Latifah Iskandar, Desti Murdijana, Sitoresmi 
Prabuningrat dan Musrini Daruslan. 
Gagasan pendirian organisasi ini muncul dari kepedulian dan 
keprihatinan yang mendalam pada kecenderungan budaya patriarkhi yang 
pada satu sisi memperkuat posisi laki-laki tetapi disisi lain memperlemah 
posisi perempuan. Budaya Patriarkhi adalah sebuah sistem sosial yang 
menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam 
organisasi sosial, sehingga laki-laki lebih banyak memiliki kuasa untuk 
mengendalikan. Oleh sebab itu, perempuan-perempuan mengalami kekerasan 
baik fisik, psikis, ekonomi, sosial, maupun seksual seperti pelecehan dan 
perkosaan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan segala bentuk tindak 
kekerasan yang terjadi atas dasar perbedaan jenis kelamin yang 
mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan. Pengertian 





terhadap perempuan merupakan kekerasan berbasis gender. Adanya persoalan 
kekerasan berbasis gender yang muncul dimasyarakat mendorong kami untuk 
melakukan kerja-kerja pada berbagai bidang dalam rangka penghapusan 
kekerasan terhadap perempuan.  
LSM Rifka Annisa memiliki visi untuk mewujudkan tatanan 
masyarakat yang adil gender yang tidak mentolerir kekerasan terhadap 
perempuan melalui prinsip keadilan sosial, kesadaran dan kepedulian, 
kemandirian, integritas yang baik dan memelihara kearifan lokal. Sementara 
itu, Rifka Annisa juga memiliki misi untuk mengorganisir perempuan secara 
khusus dan masyarakat secara umum untuk menghapuskan kekerasan terhadap 
perempuan dan menciptakan masyarakat yang adil gender melalui 
pemberdayaan perempuan korban kekerasan, termasuk didalamnya anak-anak, 
lanjut usia, dan difabel, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat 
melalui pendidikan kritis dan penguatan jaringan. 
2. Tujuan LSM Rifka Annisa 
Sehubungan dengan visi dan misi yang di miliki, LSM Rifka Annisa juga 
memiliki tujuan yang mendukung terwujudnya hal tersebut antara lain: 
a. Mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. 
b. Mengurangi kekerasan berbasis gender dan anak. 
c. Memberdayakan perempuan dengan pemberian pemahaman mengenai isu 
kekerasan. 





3. Struktur Organisasi LSM Rifka Annisa 


















Bagan 2. Struktur Organisasi LSM Rifka Annisa 
Keterangan: tanda panah menunjukan pada struktur organisasi diatas 
menggambarkan alur koordinasi, kerja sama dan pembagian tugas dan 






HRD Keuangan Manager 









4. Kelembagaan LSM Rifka Annisa 
LSM Rifka Annisa menyadari bahwa ketidakadilan dan 
ketidaksetaraan gender serta kekerasan terhadap perempuan merupakan 
persoalan sosial yang dihadapi oleh perempuan dan sekaligus laki-laki. 
Keduanya sama – sama tidak diuntungkan oleh situasi tersebut. Sistem budaya 
patriarkhi, laki-laki akan lebih rentan menjadi pelaku, sedangkan perempuan 
rentan menjadi korban. Karenanya keadilan dan kesetaraan gender tidak bisa 
diwujudkan hanya dengan melibatkan perempuan saja. Pendekatan 
pemberdayaan yang hanya berfokus pada perempuan saja kurang efektif 
manakala tidak ada dukungan dari laku-laki, baik pada level keluarga, 
lingkungan maupun masyarakat secara lebih luas. Keadilan dan kesetaraan 
gender dapat terjadi bila perempuan dan laki-laki bekerjasama untuk 
mewujudkan perubahan. Maksudnya ialah perempuan dan laki-laki dapat 
saling menguatkan, menghargai dan menghormati. Terdapat divisi atau bagian 
yang berperan dalam kegiatan Rifka Annisa, agar laki-laki dan perempuan 
dapat saling bekerjasama untuk mewujudkan tatanan sosial yang berkeadilan 
sosial gender tanpa kekerasan terhadap perempuan.  Berikut ini merupakan 
divisi yang terdapat di Rifka Annisa antara lain, yaitu: 
a. Divisi Pendampingan dan Bantuan Hukum 
Dalam situasi yang ada di Rifka Annisa adalah aktivitas secara hukum 
maupun secara psikologis untuk memperkuat dan memberdayakan serta 
membekali korban dengan pengetahuan juga keterampilan agar terhindar 





a) Konseling psikologis, adalah pendampingan bagi korban 
perempuan dan anak korban kekerasan dengan fokus pemulihan 
kondisi psikologis. 
b) Konsultasi dari pendampingan hukum, merupakan pendampingan 
kepada perempuan dan anak dalam penyelesaian masalah. 
Khususnya dalam penanganan proses hukum. 
c) Rumah aman, merupakan sebuah hunian yang ditujukan untuk 
perempuan yang rentan mengalami kekerasan, atau perempuan 
korban kekerasan yang terancam keselamatannya. Terlebih 
ditujuan kepada korban yang tidak mendapat dukungan dari 
keluarga dan lingkungannya. 
d) Layanan penjangkauan, merupakan sebuah layanan berupa 
konseling dengan cara menjangkau klien yang tidak bisa 
mengakses layanan secara langsung dikantor Rifka Annisa. 
e) Konseling perubahan perilaku untuk laki-laki, adalah klien laki-
laki datang dengan inisiatif sendiri atau berupa mandatory 
counseling oleh putusan pengadilan atau penegak hukum dengan 
tujuan menghentikan atau mencegah perilaku kekerasan. 
f) Kelompok dukungan atau support group, merupakan sebuah 
kelompok yang dikumpulkan untuk saling menguatkan dan 







b. Divisi Penelitian dan Pelatihan 
Divisi penelitian dan pelatihan merupakan layanan konsultasi untuk 
beberapa program seperti kajian, penelitian, evaluasi atau penguatan 
kapasitas. Program layanan ini memungkinkan Rifka Annisa untuk 
berbagi keahlian dengan organisasi-organisasi lain dan kelompok 
masyarakat. Berikut ini merupakan bagian dari divisi penelitian dan 
pelatihan, sebagai berikut: 
a) Program magang, merupakan program yang terbuka untuk 
berbagai instansi atau individu yang tertarik untuk penelitian atau 
memperdalam pengetahuan yang berhubungan dengan studi 
perempuan. 
b) Penelitian dan fasilitasi penelitian, merupakan program yang 
bertujuan mendukung gagasan-gagasan penghapusan kekerasan 
terhadap perempuan. 
c) Pembuatan modul, merupakan panduan untuk melakukan aktivitas 
tertentu seperti konseling atau berbagai aktivitas lain terkait 
program yang mendukung gagasan penghapusan kekerasan 
terhadap perempuan. 
d) Assistensi Teknis, merupakan tindak lanjut dari pelatihan dan 
magang. 
e) Pelatihan, sebuah kegiatan yang dilakukan dengan kelompok 






c. Divisi Pengorganisasian Masyarakat dan Advokasi 
Salah satu pendampingan yang dilakukan dalam sebuah komunitas 
atau masyarakat untuk menjadi penggerak dalam upaya penghapusan 
kekerasan terhadap perempuan. Divisi ini memiliki tujuan 
pengorganisasian masyarakat untuk menciptakan komunitas atau 
kelompok-kelompok masyarakat yang peduli akan kesetaraan gender dan 
pentingnya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, selain itu untuk 
memunculkan dampak positif termasuk dalam penanganan kasus KDRT 
karena secara langsung korban akan merasa mendapat dukungan positif 
dari lingkungannya. 
d. Kampanye Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan 
Divisi ini memiliki tujuan untuk mengenalkan dan mensosialisasikan 
tentang KDRT. Isi dari kampanye ini adalah melakukan penyadaran baik 
bagi kelompok perempuan maupun laki-laki. 
a) Siaran radio atau televisi 
b) Rifka media 
c) Laman dan media sosial 
d) Peringatan acara yang berkaitan dengan isu-isu perempuan 
e) Diskusi rutin media 
e. Divisi Perpustakaan 
Perpustakaan ini sebagai pendukung program kerja staff, relawan dan 
konselor dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi baik 





dengan layanan perpustakaan untuk umum dengan fasilitas komputer 
OPAC (Online Public Acces Catalog), hotspot area. Fasilitas tersebut 
dapat digunakan untuk mempermudah pencarian buku yang akan 
ditemukan. 
5. Pendanaan LSM Rifka Annisa 
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LSM Rifka Annisa berasal 
dari sumber dana yang diperoleh dari donatur, penjualan buku-buku Rifka 
Annisa, kampanye, pendampingan komunitas dan menjadi narasumber 
dari acara-acara kegiatan yang terkait dengan isu kekerasan, KDRT, 
maupun gender. Selain itu, terdapat Guest House (Rumah tamu) yang di 
sewakan untuk kegiatan meeting dan menginap. Setengah hasil yang 
diperoleh dari penyewaan Guest House tersebut akan digunakan untuk 
keperluan kegiatan Rifka Annisa dan setengahnya lagi untuk biaya 
perawatan gedung Guest House tersebut. 
Sementara itu, terkait dengan pendanaan biaya pelaksanaan 
pendampingan konseling tidak dikenakan biaya atau gratis. Korban akan 
tetap dilayani secara profesional dari awal pendampingan hingga kasusnya 
dianggap selesai. Korban tidak dikenakan biaya namun terdapat kotak 
infaq yang dapat diisi jika berkenan. Sedangkan jika korban menghadapi 
kasus yang memerlukan pendampingan hukum maka proses 







6. Mitra Kerja LSM Rifka Annisa 
LSM Rifka Annisa memiliki mitra kerjasama dalam penanganan kasus 
KDRT atau kekerasan terhadap perempuan, mitra kerjasama LSM Rifka 
Annisa terdiri dari beberapa bidang layanan, seperti: 
a. Lembaga Pendamping : 
a) Rekso Dyah Utami (RDU) 
b) LBH APIK Yogyakarta 
c) Lembaga Perlindungan Anak (LPA) 
b. Rumah Sakit : 
a) Unit Pelayanan Perempuan (UPP) RS. Panti Rapih 
b) Unit Pelayanan untuk Perempuan dan Anak RS. Bethesda 
c) Unit Pelayanan Krisis Terpadu Perempuan dan Anak (UPKT 
“Sekar Arum” RSUP Dr. Sardjito 
d) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari 
c. Kepolisian : 
a) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) POLDA DIY 
b) UPPA POLTABES Yogyakarta 
c) UPPA POLRES Sleman 
d) UPPA POLRES Bantul 
e) UPPA POLRES Kulon Progo 







7. Fasilitas LSM Rifka Annisa 
Adapun fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh LSM Rifka Annisa dapat 
dilihat pada tabel dibawah ini: 
Tabel 3. Data Fasilitas LSM Rifka Annisa 
 
No. Fasilitas Jumlah Keterangan 
1. Kantor HRD 2 ruangan Ruangan yang digunakan oleh staff 
internal untuk keperluan administratif. 
2. Ruang Tamu 2 ruangan Terdapat dua ruangan yang dapat 
digunakan oleh pengunjung. 
Menyediakan ruang tamu ganda 
bertujuan untuk menciptakan suasana 
nyaman untuk tamu yang datang. 
3. Ruang Mediasi 1 ruangan Ruangan mediasi digunakan untuk 
menemukan kedua belah pihak yang 
bersangkutan, yaitu suami dan istri. 
Hal ini dilakukan bertujuan untuk 
menemukan jalan keluar dalam 
permasalahan yang dialami. 
4. Ruang 
Pendampingan 
3 ruangan Ruangan pendampingan yang biasa 
digunakan untuk pertemuan antara 
konselor dan korban dalam kegiatan 
pendampingan psikologis. Dengan 
kegiatan yang dilakukan meliputi 
pemberian motivasi oleh konselor 
terkait masalah tindak KDRT yang 
dialami oleh korban. 
5. Guest House 8 kamar Penyewaan Guest House dilakukan 
sebagai salah satu pemasukan sumber 
dana kegiatan Rifka Annisa. 
penyewaan Guest House ini terbuka 
untuk umum. 
6. Rumah Aman 3 ruangan Rumah aman adalah salah satu 
fasilitas yang disediakan Rifka Annisa 
berupa rumah yang dapat dihuni oleh 
korban KDRT yang memiliki masalah 
terhadap lingkungannya. 
7. Perpustakaan 1 ruangan Perpustakaan merupakan fasilitas yang 
dapat digunakan untuk staff maupun 
umum yang berkenan mencari 
informasi terkait dengan issue gender, 
kekerasan terhadap perempuan dan 






8. Gambaran Umum Subyek Penelitian 
Subyek penelitian merupakan sumber daya, arsip, maupun 
dokumentasi yang dapat memberikan informasi mengenai obyek yang 
akan diteliti. Dalam penelitian ini obyek yang akan diteliti ialah 
pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pendampingan korban 
KDRT berbasis perspektif gender di LSM Rifka Annisa. Terkait yang 
akan menjadi sumber data utama atau primer dari penelitian ini adalah 
pendamping KDRT, penyelenggara dan korban KDRT. Sementara itu 
untuk data sekunder dapat diperoleh dari relawan atau staff yang terkait 
yang juga menjadi pengayaan sumber data utama. 
Tabel 4. Profil subyek-subyek penelitian 
No. Nama Divisi Sumber Data 
1. Tr Penelitian dan 
Riset 
Primer 
2. In Pendampingan 
Psikologis 
Primer 
3. Pr Pendampingan 
Hukum 
Primer  




5. Sb Internal Sekunder 
6. Rt Penelitian dan 
Riset 
Sekunder 






Tabel 5. Profil subyek korban KDRT 
 
No. Nama Alamat Usia Kasus Pendampingan 
1. Yn Yogyakarta 40 KDRT Psikologis 
2. Pr Yogyakarta 35 KDRT Psikologis 
 
 Berdasarkan data subyek di atas sumber data primer merupakan 
seseorang yang memberikan informasi atau data secara langsung. 
Sedangkan sumber data sekunder menjadi pendukung data, yaitu informasi 
atau data yang didapatkan tidak secara langsung. 
B. Hasil Penelitian 
1. Prinsip Pemberdayaan Perempuan Korban KDRT dalam 
Pelaksanaan Pendampingan berbasis Perspektif Gender 
  Pemberdayaan perempuan korban KDRT dalam pelaksanaan 
pendampingan yang dimiliki LSM Rifka Annisa dilakukan melalui dua 
cara yaitu konseling psikologis dan hukum untuk korban. Kegiatan ini 
bertujuan untuk memberdayakan korban dengan cara pemulihan 
mental dan kejiwaan korban agar tidak terjadi trauma yang mendalam 
atau jangka panjang. Sedangkan untuk pelaku kekerasan dapat 
melakukan konseling perubahan perilaku yang tujuannya untuk 
mengubah mindset agar pelaku tidak lagi melakukan tindak kekerasan 
terhadap istri maupun keluarganya. 
   LSM Rifka Annisa merupakan sebuah lembaga bagi korban 





dalam kegiatan pelaksanaan pendampingan adalah adanya prinsip yang 
sejalan dengan konteks kekerasan yang terjadi. Berikut ini prinsip  
yang akan menjadi pedoman bagi para konselor untuk melakukan 
pendampingan terhadap korban dan pelaku KDRT, antara lain : 
a. Prinsip pertama dalam melakukan pendampingan adalah Non 
Judgemental yaitu tidak melakukan penilaian negatif terhadap 
korban kekerasan sehingga korban tidak menjadi korban untuk 
kedua kalinya.  
b. Prinsip kedua, Egaliter atau kesetaraan antara konselor dan 
korban. Sering kali konselor ditempatkan sebagai orang yang 
dianggap ahli dalam memberikan penyelesaian masalah. 
Namun dalam proses pendampingan berperspektif gender ini 
korban akan ditempatkan sebagai orang yang memiliki 
kemampuan dalam menyelesaikan persoalannya sendiri. Dalam 
hal ini fungsi dari pendamping akan cenderung sebagai pihak 
yang memfasilitasi korban dalam menemukan jalan keluar 
yang paling baik menurutnya.  
c. Prinsip ketiga yang merupakan pemberdayaan korban KDRT, 
dalam hal ini pemberdayaan bagi korban berisi informasi 
tentang hak-hak kemerdekaan seseorang, hak-hak hukum, 
proses hukum yang akan dilakui dan proses non litigasi yang 
dapat ditempuh termasuk tentang bagaimana memberikan 





d. Prinsip keempat, self determination atau pengambilan 
keputusan pada korban sendiri dengan adanya prinsip 
pemberdayaan, korban mendapat banyak informasi untuk 
menentukan hidupnya sendiri berdasarkan berbagai informasi 
dan pertimbangan yang telah diperolehnya. Prinsip-prinsip 
diatas sesuai dengan apa yang diterapkan dalam pendampingan 
korban KDRT. Seperti yang diungkapkan oleh ibu “In” selaku 
pendamping psikologi di LSM Rifka Annisa, bahwa: 
“Pendampingan di Rifka Annisa tidak bersifat menggurui klien tapi 
disini kita memberikan informasi-informasi untuk si korban dapat 
memilih jalan hidupnya sendiri. Dengan kita membangun suasana 
nyaman sehingga klien bisa terbuka dengan permasalahannya dan 
tidak menutup-nutupi..” 
 
e. Prinsip kelima merupakan kerahasiaan yang tujuannya tetap 
menjaga kerahasiaan masalah yang dihadapi oleh korban untuk 
memberikan rasa aman dan nyaman sehingga dapat 
memperlancar proses penanganan kasus. Dan prinsip terakhir 
yang keenam adalah intervensi crisis, yakni intervensi terhadap 
situasi darurat korban karena tidak sedikit korban yang datang 
dalam kondisi terluka secara fisik atau dalam kondisi 
kecemasan yang berlebihan. Ketika hal tersebut terjadi, Rifka 
Annisa memanfaatkan jaringan layanan medis yang terdapat di 
wilayah Yogyakarta. Diperkuat dari ungkapan “In” saat di 
wawancarai: 
“...memunculkan kerjasama berjejaring karena Rifka Annisa tidak 





tidak bisa dilakukan sendiri. Contohnya terdapat luka-luka fisik 
sedangkan kita tidak mempunyai dokter sehingga harus kita bawa 
kerumah sakit.” 
 
Selain prinsip-prinsip yang menjadi pegangan pendamping dalam 
melaksanakan pendampingan. Rifka Annisa memiliki alur penanganan kasus yang 
dapat memperlihatkan prosedur baku ketika korban masuk dalam pendampingan 
dan kegiatan lain yang mendukung tersebut. Berikut ini merupakan alur 
pemberdayaan perempuan dalam pendampingan korban kekerasan dalam rumah 
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2. Langkah Pelaksanaan Pendampingan Korban KDRT berbasis 
Perspektif Gender 
a. Persiapan Pelaksanaan Pendampingan Korban KDRT 
berbasis Perspektif Gender 
 LSM Rifka Annisa memiliki persiapan tersendiri dalam 
persiapan pelaksanaan pendampingan yang disebut alur 
penanganan kasus. Didalam alur ini menggambarkan prosedur 
baku ketika korban masuk di divisi pendampingan berserta 
kegiatan lain yang mendukung pendampingan bagi korban. Secara 
lengkap, Rifka Annisa memiliki Standar Operasional Prosedur 
(SOP) pendampingan yang bermanfaat bagi konselor maupun 
korban. SOP ini memuat panduan proses dan tahap serta informasi 
yang dibutuhkan dalam upaya pendampingan.  
 Berikut ini merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
divisi pendampingan Rifka Annisa: 
1. Divisi pendampingan Rifka Annisa adalah divisi yang 
bertanggung jawab atas aktivitas pendampingan baik secara 
hukum maupun secara psikologis bagi perempuan dan anak 
korban kekerasan berbasis gender. 
2. Pendampingan secara psikologis adalah pendampingan bagi 
perempuan dan anak korban kekerasan dengan fokus 
pemulihan kondisi psikologis. 
3. Pendampingan secara hukum adalah pendampingan yang 
diberikan kepada perempuan dan anak dalam penyelesaian 
masalah, khususnya proses hukum. 
4. Perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender 
adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan 
yang terjadi akibat adanya konstruksi masyarakat tentang 
jenis kelamin sosial yang dikemudian hari menyebabkan 





5. Pelaku kekerasan adalah orang yang melakukan kekerasan 
sehingga menyebabkan kerugian baik fisik, psikis, ekonomi 
dan sosial terhadap perempuan dan anak. 
6. Kekerasan berbasis gender adalah segala bentuk kekerasan 
yang terjadi pada perempuan akibat adanya konstruksi 
masyarakat tentang jenis kelamin sosial yang dikemudian 
hari menyebabkan adanya tindak diskriminatif dan 
kekerasan. 
 
   Persiapan pelaksanaan dalam melakukan pendampingan pada 
korban KDRT mengikuti alur yang telah ditentukan sebelumnya. 
Dari awal adanya rujukan korban dari rumah sakit atau kepolisian, 
lalu diterima oleh Rifka Annisa dengan ditindak lanjuti proses 
penangannya. Seperti yang diungkapkan ibu “In” selaku 
pendamping dari divisi pendampingan psikologis, bahwa: 
“...kebanyakan klien yang datang kesini itu rujukan dari rumah 
sakit atau kepolisian. Tindak lanjut dari rujukan tersebut yang 
Rifka Annisa lakukan adalah menanyakan kepada korban 
bersedia didampingi atau tidak dari Rifka untuk membantu 
menyelesaikan permasalahannya. Tetapi ada juga klien yang 
tidak dirujuk dan langsung datang kekantor sendiri, dan 
penanganan yang kita berikan juga serupa. Setelah klien oke 
selanjutnya baru kita arahkan untuk proses administrasi..” 
 
   Selain itu juga diungkapkan “Tr” mengungkapkan bahwa: 
   
“jadi sebelum melakukan penanganan terhadap klien dari 
Rifka Annisa akan mengontak klien atau korban tersebut, 
menanyakan apakah bersedia didampingi oleh Rifka Annisa 
jika korban tersebut berasal dari rujukan rumah sakit atau 
kepolisian, tapi lebih sering kami menerima kasus dari 
kepolisian..” 
 
 Senada dengan kedua pernyataan sebelumya “Sb” 
mengungkapkan bahwa: 
 
“kalau dari proses persiapan pendampingan, persiapannya ya 
justru ditanyakan kepada klien tersebut siap atau tidak, kapan 







 Berdasarkan pernyataan hasil wawancara diatas dapat 
dipahami bahwa persiapan yang dilakukan Rifka Annisa sebelum 
melaksanakan pendampingan kepada korban KDRT adalah dengan 
menindaklanjuti rujukan dari mitra kerjasama. Tindak lanjut 
tersebut dilakukan dengan menghubungi calon klien tersebut dan 
menjabarkan maksud dan tujuan Rifka Annisa untuk membantu 
menyelesaikan permasalahannya. 
b. Pelaksanaan Pendampingan Korban KDRT berbasis 
Perspektif Gender 
 Proses yang sangat menentukan dalam keberhasilan khususnya 
pada konteks pendampingan perempuan korban adalah proses 
komunikasi antara konselor dan klien yang memiliki tujuan untuk 
menemukan alternatif solusi dengan batasan waktu tertentu. 
Pelaksanaan pendampingan terdapat dua bentuk penanganan yang 
dapat ditempuh oleh klien, yaitu pendampingan psikologis dan 
pendampingan hukum. 
a) Pendampingan Psikologis 
 Pendampingan psikologis adalah pendampingan bagi 
perempuan dan anak korban kekerasan dengan fokus 
pemulihan kondisi psikologis. Tujuan dari pendampingan ini 
untuk memberdayakan korban dengan cara sebagai berikut: 
1. Memberikan ruang untuk mengurangi beban psikologis. 





3. Memberikan informasi tentang hak-hak yang dapat 
diperoleh. 
4. Memetakan alternatif pemecahan masalah. 
5. Mendorong klien untuk berani membuat keputusan. 
 Pendampingan psikologis ditujukan untuk klien dan 
keluarga klien. Pendampingan psikologis yang akan 
dilakukan terhadap keluarga memiliki beberapa kriteria 
sebagai berikut: 
1. Pihak keluarga klien memperlihatkan sikap menjauh 
atau tidak peduli dengan persoalan klien. 
2. Keluarga klien tidak memahami persoalan yang di 
hadapi klien (persoalan daya tangkap). 
3. Keluarga klien mengancam klien secara fisik maupun 
psikis. 
4. Keluarga benar-benar menolak keberadaan klien. 
  Jika terdapat klien yang mengalami kriteria seperti diatas 
dengan keluarganya, maka tindak lanjut yang dilakukan 
terhadap penanganan kasus korban adalah: 
1. Sebelum dilakukan pendampingan keluarga, perlu 
diperoleh informasi yang akurat tentang sikap keluarga. 
2. Berdasarkan data yang diperoleh, pendamping 





tujuan berdiskusi bersama untuk penyelesaian kasus 
klien. 
3. Jika situasi tidak memungkinkan bagi keluarga klien 
untuk mengakses kantor Rifka Annisa, maka 
pendamping dapat melakukan homevisite (mengunjungi 
rumah) terhadap keluarga klien. 
4. Dalam konseling keluarga, pendamping berfungsi 
sebagai fasilitator yang akan membantu keluarga dalam 
membicarakan persoalan klien. 
5. Jumlah pertemuan akan ditentukan sesuai kebutuhan 
lembaga. 
6. Hasil dari konseling keluarga adalah klien dan keluarga 
menemukan bersama penyelesaian masalah. 
 Pelaksanaan pendampingan psikologi ini biasanya 
dilakukan di kantor Rifka Annisa dengan klien datang sendiri. 
Namun untuk proses pendampingan psikologis untuk keluarga 
klien, ada yang datang ada pula dengan outreach. Seperti yang 
diungkapkan oleh ibu “Rt” bahwa: 
“Pendampingan psikologis yang dilakukan terhadap korban 
KDRT bertujuan untuk memulihkan keadaan psikis yang 
dihadapi korban. Misalnya korban mengalami trauma atau 
ketakutan terhadap suami atau keluarganya seperti itu.” 
 






“pendampingan psikologis ini tidak hanya untuk korban, 
karena ada juga kita pendampingan untuk suami atau 
pelaku kekerasan. kalau untuk pelaku kekerasan sendiri 
memang tidak banyak yang mau melakukan pendampingan 
perbandingannya antara 250:10 orang saja.” 
 
 Senada dengan pernyataan sebelumnya, bapak “Ar” 
mengungkapkan bahwa: 
“adanya kerjasama antara divisi pengorganisasian 
masyarakat dengan divisi pendampingan yang biasanya kita 
ikut membantu dalam melakukan outreach atau 
penjangkauan. Jika memang keluarga klien tersebut berada 
di wilayah dampingan kita, maka kita akan menggunakan 
jaringan komunitas untuk melakukan pendekatan dan 
melakukan diskusi tentang pemahaman permasalahan dari 
klien terhadap keluarga dan lingkungannya.  
 
 Dengan demikian dari pernyataan diatas dapat ditarik 
kesimpulan bahwa kegiatan pendampingan psikologis ini 
dilakukan untuk memulihkan keadaan psikologis korban dari 
trauma yang dialami dalam KDRT. Selain untuk memulihkan, 
tujuan pendampingan ini untuk memberdayakan keluarga dan 
lingkungan korban dari isu-isu KDRT yang sering terjadi di 
dalam masyarakat sehingga tidak lagi menjadi sesuatu hal yang 
tabu untuk dibahas. 
b) Pendampingan Hukum 
 Pendampingan hukum merupakan pendampingan yang 
diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan dalam 
penyelesaian masalah yang menempuh jalur hukum. Tujuan 
dari pendampingan hukum ini untuk memberikan 





kasus mulai dari proses pelaporan hingga proses persidangan di 
pengadilan, memastikan bahwa korban mendapatkan hak-
haknya secara hukum berkaitan dengan tindak kekerasan yang 
dialami, memberikan advokasi serta memberikan evaluasi 
terhadap proses penanganan kasus secara hukum. 
 Adapun proses pelaksanaan pendampingan secara hukum, 
sebagai berikut: 
1. Klien datang/telepon/dijangkau melalui outreach atau 
sistem rujukan mengakses layanan Rifka Annisa. 
2. Klien diberikan informasi tentang layanan 
pendampingan hukum (meliputi biaya dan prinsip 
pendampingan). 
3. Klien diberikan informasi tentang fungsi dari Rifka 
Annisa dalam penyelesaian kasus hukum mereka. 
4. Klien diberikan informasi tentang kedudukan kasus 
mereka secara hukum. 
5. Klien diberikan informasi tentang langkah hukum yang 
dapat ditempuh (beserta alternatif langkah penyelesaian 
lainnya). 
6. Dalam proses pelaporan, klien yang tidak mampu 
melakukan pelaporan akan di dampingi sementara klien 





pendampingan tetap melakukan pendampingan dan 
memonitoring terhadap proses hukum. 
7. Pendampingan klien selama proses persidangan, klien 
dinilai tidak mampu menjalani sendirian. 
8. Pendamping harus melakukan koordinasi dengan pihak 
kejaksaan dalam penanganan kasus hukum. 
9. Dalam hal tuntutan jaksa yang terlalu ringan, 
pendamping harus membuat surat desakan. 
10. Pendamping harus berkoordinasi dengan majelis hakim 
sebelum proses persidangan. 
11. Dalam hal putusan hakim yang terlalu ringan, 
pendamping harus membuat surat desakan. Selain itu 
pendamping melakukan review dan membuat catatan 
tentang proses pendampingan hukum. 
12. Pendampingan harus membuat catatan berkaitan dengan 
proses hukum yang dilalui tiap klien. 
  Pendampingan hukum yang dilakukan tidak terbatas oleh 
waktu. Pelaksanaan pendampingan hukum dilakukan dari awal 
korban membuat laporan pengaduan hingga kasus persidangan 
selesai. Seperti yang diungkapkan oleh bapak “Sb” bahwa: 
“pendampingan hukum itu pendamping mendampingi klien 
yang menempuh jalur hukum dari mulai awal klien 
membuat pengaduan dikepolisian, memantau 
perkembangan kasus hingga nanti kasusnya sampai 
dipersidangan selesai itu sudah temani sama pendamping 





hukum ini tidak tentu, kadang cepat kadang juga lama, 
tergantung dari prosesnya pokoknya..” 
 
   Ungkapan senada dilontarkan oleh “In” bahwa: 
“kalau klien memilih untuk mengambil jalur hukum akan 
didampingi dari awal prosesnya sampai kasus itu selesai, 
biasanya memang  kalau mengambil jalur hukum banyak 
yang berakhir dengan perceraian...” 
 
  Berdasarkan pernyataan hasil wawancara tersebut dapat 
ditarik kesimpulan bahwa kegiatan pendampingan hukum 
dimulai dari awal korban membuat pengaduan di kantor polisi, 
monitoring kasus, memilih advokasi hingga selesainya kasus 
tersebut di pengadilan. Sebagai contoh, ketika korban KDRT 
memilih jalur hukum maka terdapat resiko yaitu perceraian. 
Memang kebanyakan korban yang menempuh jalur hukum ini 
sudah siap dengan perceraian tersebut. 
c. Evaluasi Pendampingan Korban KDRT berbasis Perspektif 
Gender 
 Evaluasi pendampingan terhadap korban menggunakan 
metode interview, angket dan Focus Group Discussion (FGD). 
Dari pelaksanaan pendampingan yang telah dilakukan terhadap 
korban, terdapat kriteria pengukuran keberhasilan dalam setiap 
pertemuan, yaitu sebagai berikut: 
a) Pertemuan pertama 






2. Klien dapat memahami persoalan yang dihadapi. 
3. Klien dapat memetakan persoalan berdasarkan prioritas. 
4. Klien merencanakan melakukan sesuatu. 
b) Pertemuan kedua 
1. Klien memberikan self report setelah pertemuan 
pertama. 
2. Klien dapat melihat alternatif pemecahan masalah. 
3. Klien dapat merencanakan langkah selanjutnya. 
c) Pertemuan ketiga dan selanjutnya 
1. Klien memberikan self report perkembangan terakhir 
baik tentang kasus maupun tentang dirinya. 
2. Klien dibantu untuk melihat konsekuensi alternatif 
penyelesaian masalah yang dibuat. 
3. Klien dapat membuat keputusan. 
 Kriteria pengukuran keberhasilan tersebut yang nantinya 
memberikan perkembangan dan tindak lanjut kasus yang dihadapi 
oleh korban. Seperti yang diungkapkan bapak “Rs” bahwa: 
“untuk evaluasi Rifka Annisa biasanya mengadakan rapat 
evaluasi bulanan atau pertiga bulan, enam bulan dan tahunan 
yang melibatkan seluruh staf untuk melihat mencapai, 
hambatan dan tantangan serta rekomendasi atau usul-usul 
untuk kemajuan Rifka Annisa dalam menangani klien. tapi 
karena kesibukan staf disini berbeda-beda mbak jadi kalau 
evaluasi bulanan itu jarang dilakukan karena faktor kesibukan 
tadi..” 
 
 Seperti yang diungkapkan juga oleh ibu “In” selaku 





“Setiap klien yang melakukan pendampingan dikantor pasti 
kita akan buat dia bercerita tentang permasalahannya, tidak 
sedikit juga dari korban menangis saat bercerita. Nah setelah 
mereka bercerita mengenai permasalahannya baru kita akan 
memberikan pemahaman tentang masalahnya, hal apa saja 
yang dapat dilakukan klien dalam permasalahannya. Dalam 
pendampingan itu kita sifatnya memfasilitasi dengan 
informasi bukan mengintervensi korban biar mengambil 
keputusan sesuai kemauan pendamping... bukan..” 
 
Senada dengan pernyataan diatas bapak “Sb” mengungkapkan 
bahwa: 
“Pendampingan yang dilakukan Rifka Annisa ini tidak 
membantu klien untuk mengambil keputusan dengan cara 
memberikan informasi yang terkait dengan permasalahan 
yang dihadapi..” 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan 
bahwa pendampingan yang dilakukan telah sesuai dengan kriteria 
pengukuran keberhasilan yang dimiliki Rifka Annisa, gunanya untuk 
pelaksanaan evaluasi. Kegiatan evaluasi ini menggunakan metode 
evaluasi dua arah, jadi tidak hanya staf pendamping yang dievaluasi 
oleh internal namun juga internal dievaluasi oleh staf pendamping. 
Kegiatan evaluasi seharusnya dilakukan dalam rapat evaluasi bulanan, 
pertiga bulan, perenam bulan maupun tahunan untuk memantau kinerja 
pelaksanaan pendampingan yang dilakukan terhadap korban. Namun, 
karena kesibukan yang dimiliki oleh staf berbeda-beda sehingga sulit 
untuk melakukan rapat evaluasi kinerja bulanan. 
1) Bentuk kegiatan dalam pendampingan korban KDRT 
  Konseling yang dilakukan oleh Rifka Annisa menggunakan prinsip 





konseling. Korban dipandang sebagai individu yang memiliki 
kemampuan untuk berpikir dan memutuskan sesuatu yang terbaik 
untuk dirinya sendiri.  
  Dengan prinsip-prinsip yang dimiliki maka konselor mampu 
memberikan feedback yang tepat sesuai dengan kondisi korban. 
Adapun kegiatan konseling yang dilakukan oleh Rifka Annisa dalam 
berbagai media, sebagai berikut: 
1. Tatap muka 
  Kegiatan yang dilakukan langsung diruang konseling yang 
ada di kantor Rifka Annisa. Aktivitas pendampingan konseling 
tatap muka diberikan setiap hari dari Senin sampai dengan 
Sabtu, kecuali hari Jum’at. Waktu kerja untuk pendampingan 
tatap muka di kantor Rifka Annisa yaitu: 
 Jam kerja hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.30 – 
16.30. 
 Jam kerja hari Sabtu pukul 08.30 – 13.00. 
   Klien atau masyarakat yang datang akan diterima oleh staf 
front office yang selanjutnya klien akan didampingi oleh 
pendamping Rifka Annisa untuk melakukan konseling awal. 
Rentang waktu konseling tatap muka berlangsung maksimal 2 
jam, kecuali terdapat kondisi khusus. Rifka Annisa menerapkan 
Infaq sukarela minimal Rp. 1.000,- bagi klien yang melakukan 





akan dituliskan pada buku pengembangan kasus Rifka Annisa. 
setelah selesai sesi konseling, klien diminta untuk mengisi 
formulir evaluasi layanan. 
2. Outreach (Penjangkauan Kasus) 
  Kegiatan ini biasanya dilakukan ketika ada terdapat kasus 
yang korbannya tidak mampu menjangkau layanan Rifka Annisa 
dikantor dengan berbagai situasi seperti keamanan dan 
kemampuan ekonomi korban untuk menjangkau kantor Rifka 
Annisa. Pendampingan yang diberikan tidak hanya bagi korban 
saja tetapi juga bagi keluarga korban, baik secara psikologis 
maupun hukum. 
  Adapun kasus yang harus dijangkau melalui outreach adalah 
kasus yang membutuhkan penanganan segera, berkaitan dengan 
keselamatan korban, seperti: 
a. Korban mendapat kekerasan fisik yang membutuhkan 
pemeriksaan segera. 
b. Korban mendapat ancaman yang akan mengancam 
keselamatan jiwanya. 
c. Korban melarikan diri dan tidak memiliki tempat aman. 
d. Korban tidak mampu mengakses layanan Rifka Annisa 






e. Korban yang akan dijangkau melalui outreach diketahui 
melalui informasi yang diperoleh dari: masyarakat, polisi, 
lembaga lain, atau korban itu sendiri. 
f. Pendamping akan melakukan intervensi krisis kepada 
korban yang dijangkau sesuai dengan kebutuhan. 
g. Kegiatan outreach ini kemudian diregistrasi dalam 
buku registrasi outreach. 
3. Hotline 
  Merupakan kegiatan konseling yang dilakukan melalui 
telepon kantor Rifka Annisa. Terdapat dua jenis hotline yang 
dapat dihubungi yaitu: 
 Melalui hotline kantor di (0274) 55 33333 
 Melalui hotline keadaan darurat di (0274) 7431298 yang 
tersedia 24 jam. 
  Konseling telepon akan diregistrasi dalam buku telepon, 
konseling telepon lanjutan akan dicatat perkembangannya dalam 
buku perkembangan kasus. 
4. Emergency Call 
  Kegiatan konseling melalui mobile number (nomor pribadi 
pendamping) yang didapat diakses dalam situasi darurat ataupun 
saat korban ingin mengakses layanan konseling diluar jam 
kantor. 





  Rifka Annisa menyediakan email untuk korban yang ingin 
melakukan konsultasi melalui email. Email saat ini banyak 
menjadi pilihan karena sebagian masyarakat sudah terbiasa 
dengan internet. Konseling melalui email dapat di akses melalui 
rifka@indosat.net.id dan konsultasi@rifka.or.id. Setiap kegiatan 
konseling melalui email harus teregistrasi dalam buku register 
email. 
6. Website 
  Rifka Annisa juga menyediakan layanan konsultasi melalui 
website yang dapat diakses melalui www.rifka-annisa.or.id 
dalam kolom konsultasi. 
7. Surat 
  Meski saat ini surat tidak lagi populer digunakan, namun 
masih ada beberapa masyarakat yang memilih menggunakan 
media ini untuk berkonsultasi. Konseling melalui surat dapat 
dikirimkan ke kantor Rifka Annisa yang beralamat di Jl. Jambon 
IV Kompleks Jatimulyo Indah. Kegiatan konseling melalui surat 
ini harus juga diregistrasi dalam buku registrasi surat. 
8. Monitoring 
  Kegiatan monitoring bertujuan untuk memantau 
perkembangan dan perubahan perilaku korban. Aktivitas 
monitoring dilakukan terhadap klien yang telah selesai proses 





tidak ada perkembangan kasusnya. Bentuk kegiatan monitoring 
ini dapat berupa kunjungan ke rumah korban/klien atau 
dilakukan melalui telepon. 
 Berbagai macam model pendampingan yang dilakukan Rifka 
Annisa terhadap korban KDRT semata-mata bertujuan untuk 
memudahkan klien dalam melakukan konseling.  
 Hal ini seperti yang diungkapkan oleh ibu “In” bahwa: 
“ada banyak kegiatan yang kita lakukan dalam melakukan 
pendampingan konseling, tergantung kemampuan dan kebutuhan 
korban. Misalnya saja korban tidak bisa menjangkau kantor Rifka 
Annisa, maka kita akan melakukan outreach dengan mendatangi 
rumah korban atau misalnya kalau korban tidak diperbolehkan 
keluarga atau suami untuk datang ke kantor dia bisa melakukan 
konseling via telepon..” 
 
 Ungkapan senada juga diungkapkan oleh “Ar” dari divisi 
pengorganisasian masyarakat yang bekerja sama dengan divisi 
pendampingan jika diperlukan bahwa: 
“...seringkali kita bekerja sama dengan divisi pendampingan untuk 
menjangkau klien-klien yang tidak bisa datang kekantor karena 
rumahnya diplosok misalnya. Karena kalau di pendampingan 
sendiri ada istilahnya outreach, outreach itu jemput bola ya. Jadi 
kami yang mendatangi, biasanya itu karena rumahnya sangat jauh 
sehingga tidak memungkinkan datang kesini, atau rumahnya dekat 
sini tapi susah untuk kesini.  Sebenernya prinsip utamanya 
pemberdayaan, disini maksudnya agar klien itu mandiri tidak 
tergantung sama kita sehingga memang sebenarnya klien-klien 
tersebut kita dorong untuk datang kesini sendiri, tapi karena 
pertimbangan tertentu seperti yang saya sampaikan kan tidak 
semua klien bisa mengakses kesini dengan mudah, sehingga atas 
beberapa pertimbangan kita yang mendatangi. 
 
 Berdasarkan hasil wawancara diatas, pelaksanaan kegiatan 





disesuaikan dengan kebutuhan dari klien tersebut. Seluruh bentuk 
kegiatan tersebut dilakukan semata-mata bertujuan memudahkan 
korban dalam melakukan pendampingan. Kegiatan pendampingan 
dalam memberdayakan korban KDRT tersebut supaya korban dapat 
menentukan jalan hidupnya dalam setiap pengambilan keputusan, 
memotivasi korban supaya memiliki keberanian dan cenderung tidak 
menyalahkan diri sendiri. 
3. Pendampingan yang diberikan kepada keluarga dan lingkungan 
untuk membantu proses pemulihan korban KDRT 
  Rifka Annisa tidak hanya melakukan pendampingan kepada korban 
tetapi juga keluarga, dan masyarakat jika dibutuhkan terkait 
permasalahan yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan 
pendampingan.  
  Rifka Annisa memiliki program yang ditujukan untuk keluarga dan 
lingkungan korban KDRT yaitu: 
a. Diskusi 
 Kegiatan diskusi diberikan kepada keluarga dan lingkungan 
yang kurang mendukung pelaksaan pendampingan terhadap 
korban KDRT. Langkah Rifka Annisa dalam melakukan 
pendekatan dengan keluarga dan lingkungan korban 
menggunakan layanan outreach. Hal ini dilakukan untuk 
mengetahui kondisi keadaan didalam keluarga korban serta 





kemudian anggota keluarga dan beberapa tetangga korban 
diajak berdiskusi tentang isu yang terkait dengan permasalahan 
korban untuk mengetahui pemahaman yang dimiliki. Kegiatan 
diskusi tersebut secara tidak langsung merupakan suatu bentuk 
pendampingan yang diberikan oleh Rifka Annisa terhadap 
keluarga dan lingkungan korban KDRT. 
b. Men’s Program  
 Kegiatan ini merupakan layanan konseling untuk perubahan 
prilaku. Layanan ini disediakan untuk laki-laki yang melakukan 
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Layanan ini mucul 
karena banyaknya korban KDRT memilih untuk kembali 
kepada pasangannya sementara tidak ada intervensi apapun 
yang dilakukan terhadap pasangannya. 
 Layanan ini memiliki prinsip-prinsip yang kuat agar dapat 
berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tujuan dari 
Men’s program ini adalah sebagai berikut: 
 Memberikan layanan konseling bagi klien laki-laki yang 
memiliki masalah dalam rumah tangga (sebagai pelaku) 
secara individu. 
 Membantu klien untuk mengenali perilaku kekerasan 
serta melakukan perubahan perilaku secara terstruktur. 
 Membantu klien untuk memperbaiki hubungan dengan 





 Membantu klien untuk membuat perencanaan masa 
depan yang lebih baik tanpa adanya kekerasan. 
 Sementara itu prinsip-prinsip layanan Men’s program, 
sebagai berikut: 
1. Keamanan dan keselamatan korban dan anak adalah 
prioritas utama. 
2. Tidak ada toleransi apapun terhadap segala bentuk 
tindak kekerasan. 
3. Kekerasan adalah tindak kejahatan/kriminal. 
4. Segala bentuk tindak kekerasan bukanlah sesuatu yang 
tetap ataupun bawaab namun merupakan pilihan. 
5. Marah dan kekerasan adalah dua hal yang berbeda. 
6. Tindak kekerasan yang terjadi menjadi tanggung jawab 
pelaku sepenuhnya. 
7. Bertanggung jawab atas tindak kekerasan yang telah 
dilakukan berarti berhenti menggunakan kekuatan, 
kekuasaan dan manipulasi dalam penyelesaian segala 
permaslahan dalam rumah tangga. 
8. Korban adalah pihak utama yang dapat memberikan 
evaluasi dan informasi yang terpercaya atas segala 
perilaku kekerasan. 
Dari kedua program pendampingan yang dilakukan terhadap 





dari Rifka Annisa agar dapat mengubah pemikiran dengan informasi 
yang diberikan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh ibu “In” 
selaku pendamping psikologis Rifka Annisa bahwa: 
“untuk pendampingan terhadap keluarga kita melakukan intervensi 
dalam bentuk diskusi seperti itu, kita mendatangi rumah klien 
untuk melihat kondisi rumah tempat tinggal klien dan kita juga 
melihat lingkungan sekitar rumah klien, kita ajak juga tetangganya 
ngobrol ya untuk menggali informasi seputar korban..” 
 
Selain itu hal senada juga diungkapkan oleh “Ar” bahwa: 
“kalau untuk pendampingan terhadap keluarga dan lingkungan 
korban, biasanya kita memang bekerjasama dengan divisi 
pendampingan. Tugas kita disana biasanya melakukan diskusi 
dan pemberian informasi kepada lingkungan klien secara terus 
menerus jadi sifatnya bukan hanya sekedar event. Misalnya aja 
tahun kemarin kita ada yang namanya Men’s program atau 
program laki-laki peduli di Gunung Kidul dan Kulon Progo, 
disitu kita kayak membuat sebuah komunitas yang isinya laki-
laki yang peduli terhadap isu-isu kekerasan dan sadar gender..” 
 
Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa 
pendampingan yang dilakukan terhadap keluarga dan lingkungan 
merupakan tindak lanjut dari layanan pendampingan yang ada di 
Rifka Annisa untuk mendukung pemulihan korban KDRT. Dari 
intervensi yang diberikan oleh pihak Rifka terhadap keluarga 
diharapkan dapat memperbaiki hubungan dengan pasangan maupun 
anggota keluarga lainnya serta dapat melanjutkan perencanaan 







4. Perkembangan yang dialami korban KDRT saat melakukan 
pendampingan di LSM Rifka Annisa Yogyakarta 
LSM Rifka Annisa menggunakan indikator-indikator dalam 
melihat perkembangan pendampingan (konseling pemberdayaan 
korban), beberapa indikator ini dapat menjadi alternatif ukuran 
keberhasilan. Hal ini dilakukan mengingat prinsip pendampingan yang 
dimiliki Rifka Annisa merupakan pendampingan yang self 
determination oriented (berorientasi pada korban). 
Indikator seseorang mampu keluar dari situasi sulit yang terkait 
dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami 
korban, disebut dengan indikator klien berdaya. Berdaya dalam 
konteks ini merupakan suatu kondisi klien mampu mengenali potensi 
dirinya dan mampu membuat pilihan untuk kehidupannya. Dalam hal 
ini terdapat empat aspek yang dapat menggambarkan keberdayaan 
seorang klien seperti aspek psikologis, sosial, ekonomi dan hukum. 
Berikut ini indikator klien berdaya dalam pendampingan konseling, 
yaitu: 
a. Klien berdaya secara psikologis: 
1. Mampu melakukan identifikasi terhadap keluhan psikis yang 
selama ini dialami, baik sebelum kekerasan terjadi hingga 
saat konseling dilakukan. 
2. Mampu mengelola tekanan psikis tanpa melakukan kekerasan 





3. Mampu mengurangi keluhan psikis yang dialaminya. 
4. Mampu membangun penilaian positif terhadap diri sendiri 
dan orang lain, serta 
5. Mampu membuat keputusan secara mandiri dengan 
mempertimbangkan manfaat dan kerugian dari tiap pilihan. 
b. Klien berdaya secara sosial: 
1. Melakukan aktivitas sosial yang selama ini terganggu ketika 
mengalami kekerasan. 
2. Klien dengan persoalan yang sedang terjadi tidak lagi merasa 
malu melakukan aktivitas di luar rumah ataupun berada di 
lingkungan masyarakat. 
3. Mampu menghadapi dunia luar tanpa merasa terintimidasi. 
c. Klien berdaya secara ekonomi: 
1. Menyadari bahwa dirinya memiliki potensi yang dapat 
dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan. 
2. Memiliki keinginan kuat untuk melakukan sesuatu dengan 
potensinya sehingga mampu menjadikannya sebagai sumber 
penghasilan untuk kehidupannya sendiri dan keluarga. 
d. Klien berdaya secara hukum: 
1. Mengetahui kekerasan yang dialami memiliki hak dimata 
hukum. 
2. Mengetahui bahwa dirinya memiliki pilihan untuk melakukan 





3. Memiliki kesiapan menghadapi proses hukum yang akan 
dijalani. 
Klien yang dikatakan berdaya adalah klien yang memiliki empat 
aspek diatas meskipun tidak secara bersamaan. Kekerasan yang 
menyerang perempuan dalam berbagai aspek dan tidak semuanya 
dapat diraih selama menjalani pelaksanaan pendampingan karena  
dalam menyelesaikan persoalan KDRT tidak cukup hanya melalui 
konseling saja tetapi juga intervensi menyeluruh terhadap unsur lain 
seperti pasangan, keluarga, masyarakat dan negara sebagai pihak yang 
menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan sebagai warga negara. 
Hal ini seperti yang diungkapkan oleh ibu “In” bahwa: 
“pendampingan yang dilakukan ini tidak hanya untuk korbannya 
sendiri, tetapi kita juga ada pendampingan untuk pelaku 
kekerasannya. Pendampingan pada pelaku kita akan 
mengintervensi dia supaya sadar gender, menyadarkan tindak 
kekerasan yang dilakukannya berdasarkan budaya dan pola asuh 
yang dialaminya dulu sewaktu kecil.” 
 
Hal yang senada juga dilontarkan oleh bapak “Ar” yaitu: 
“perkembangan yang dialami korban tidak terlepas dari keluarga 
dan lingkungan, jika keluarga menerima permasalahan yang 
dihadapi korban dan melakukan dukungan atas keputusannya, pasti 
secara emosional/psikologis lebih cepat pulih. Makanya kita juga 
melakukan kegiatan kepada keluarga dan lingkungan korban untuk 
mengenal isu-isu kekerasan seperti yang dialami korban tujuannya 
biar pemikiran masyarakat lebih terbuka mengenai isu-isu 
kekerasan sih...” 
 
Berdasarkan wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
perkembangan yang dialami korban saat melakukan pendampingan 





lingkungan sekitar korban. Klien berdaya yang telah mendapat 
dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar tentu dapat lebih 
percaya diri dalam menjalani kehidupannya. Hal itu akan berdampak 
positif karena korban dapat menjalani kehidupan seperti biasa (aspek 
sosial) dan bekerja untuk memenuhi kebutuhannya (aspek ekonomi) 
serta dapat lebih tegar dalam menyelesaikan kasusnya secara hukum. 
5. Faktor penghambat pelaksanaan pendampingan terhadap korban 
KDRT 
Pendampingan kasus tidak selamanya berjalan dengan mulus dan 
tanpa hambatan. Ada juga kasus yang terhenti di tengah proses atau 
berhenti sama sekali sejak awal. Berikut ini merupakan faktor 
penghambat dalam pelaksanaan pendampingan KDRT yaitu: 
a. Klien yang sudah mengalami gangguan jiwa 
Ketika Rifka Annisa mendapatkan klien yang sudah mulai 
terganggu kejiwaannya. Hal ini tentunya akan menyulitkan 
proses pendampingan, karena untuk menggali informasi dengan 
klien membutuhkan kesabaran dan waktu yang tidak sebentar. 
Sulitnya menggali informasi dari klien karena fungsi kognitifnya 
yang terganggu akbiat dari kekerasan yang terus menerus 
dialaminya sehingga menurunkan fungsinya. 
b. Pihak keluarga yang tidak mendukung 
Keterlibatan keluarga dalam pemulihan psikologis korban 





pemulihan mental dan kejiwaannya. Namun ada juga pihak 
keluarga yang tidak mendukung, alasannya karena meminta 
bantuan kepada pihak ketiga dalam penyelesaian masalah 
keluarga masih dianggap suatu hal yang buruk dengan 
menceritakan permasalahan atau aib keluarga kepada orang lain. 
Hal tersebut dikarenakan faktor budaya yang secara turun 
temurun membaku di masyarakat. 
c. Komunikasi 
Faktor lainnya berasal dari komunikasi, meskipun 
komunikasi termasuk dalam faktor pendukung proses 
pelaksanaan pendampingan juga sekaligus menjadi faktor 
penghambat. Terkadang masih terdapat klien yang tidak 
memiliki alat komunikasi pribadi/handphone atau juga klien 
yang mengganti nomer telepon tetapi tidak menginformasikan 
kepada pendamping/Rifka Annisa. Hal ini tentu saja menjadi 
permasalahan yang dapat menghambat proses pelaksanaan 
pendampingan. Pendamping menjadi sulit untuk menghubungi 
klien guna monitoring kasus yang dihadapi. Oleh sebab itu, 
untuk mengantisipasi terjadinya hal ini maka setiap calon klien 
yang akan melakukan pendampingan di Rifka Annisa wajib 
untuk melakukan registrasi. 





Faktor penghambat selanjutnya berasal dari pelaku 
kekerasan atau suami korban. Ketika suami korban tidak 
mendukung proses pelaksanaan pendampingan hal ini tentu saja 
juga menyulitkan karena keterbatasan akses yang diberikan 
terhadap korban untuk datang dan menghubungi kantor Rifka 
Annisa. 
e. Kerjasama berjejaring 
Mitra kerja tidak selamanya berjalan dengan mulus, 
terkadang terdapat kendala-kendala yang harus dihadapi. 
Adanya perbedaan pemikiran dan strategi penanganan terhadap 
klien sehingga memunculkan perspektif yang kurang sesuai 
merupakan salah satu penghambat pelaksanaan pendampingan. 
Selain itu, kerjasama terhadap instansi pendidikan yang 
memiliki program-program perkuliahan terkait pemberdayaan 
perempuan yang ada di LSM Rifka Annisa belum maksimal 
terjalin dan tereksplor ke instansi pendidikannya. 
f. Kurangnya jumlah pendamping 
  Banyaknya kasus yang diterima oleh Rifka Annisa 
membuat ketidakseimbangan jumlah klien dengan pendamping 
yang dimiliki. Akibatnya, korban yang ingin melakukan 
konseling menjadi tidak langsung terlayani sehingga diminta 





pelaksanaan pendampingan terhadap korban KDRT karena 
kurangnya sumberdaya manusia di divisi pendampingan. 
g.  Lokasi Kantor 
 Keberadaan kantor Rifka Annisa yang terdapat di pinggiran 
kota menjadikan lokasinya kurang strategis. Hal ini karena 
untuk mencapai kantor klien harus melewati jalan kecil terlebih 
dahulu dan papan nama Rifka Annisa yang kurang besar juga 
membuat klien/ calon klien kesulitan mencari lokasi sehingga 
tidak jarang jika lokasi kantor terlewati. 
Faktor penghambat yang telah disebutkan diatas juga sesuai dengan 
pernyataan ibu “In” mengenai faktor yang menghambat proses 
pelaksanaa pendampingan KDRT bahwa: 
“faktor penghambat bisa datang dari klien itu sendiri, karena 
biasanya kami mendapatkan klien yang sudah sampai pada level 
gangguan jiwa, itukan sulit ya bahkan untuk diajak ngobrol saja 
sudah susah. Atau mungkin dari pihak keluarga yang kurang 
support terhadap pemulihan klien. dari pelaku kekerasan sendiri 
atau suami korban dan kerjasama berjejaring, karena bekerja 
dengan sesama manusia yang memiliki pemikiran dan strategi 
pendampingan yang berbeda maka muncullah perspektif yang “kok 
kliennya digituin sih, kok diginiin sih, dan sebagainya.”” 
 
Hal senada juga dilontarkan oleh “Ar” bahwa: 
 
“untuk faktor penghambat dalam proses pendampingan biasanya 
sih bisa datang dari keluarga korban termasuk pelaku kekerasan 
itu (suami korban)..” 
 
  Sama dengan hal yang diungkapkan bapak “Sb” bahwa: 
   
“faktor yang menghambat dalam proses pendampingan 
tergantung kasusnya mbak, kalau menempuh jalur hukum bisa 






Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami mengenai 
faktor penghambat pelaksanaan pendampingan dapat berasal keadaan 
klien, keluarga termasuk pelaku kekerasan, komunikasi dan mitra 
kerja yang bekerja sama dalam menangani kasus klien. 
Peminimalisiran terjadinya faktor penghambat pelaksanaan 
pendampingan terhadap klien akan mempercepat pemulihan klien. 
6. Faktor pendukung pelaksanaan pendampingan korban KDRT 
Rifka Annisa yang secara khusus memberikan layanan 
pendampingan bagi korban kekerasan yang berbasis gender , maka 
penting bagi lembaga ini untuk menyediakan layanan seideal mungkin 
untuk mendukung pelaksanaan pendampingan. Pertimbangan 
sepenuhnya adalah untuk pemenuhan fasilitas untuk korban yang 
dilakukan secara bertahap. Faktor pendukung pelaksanaan 
pendampingan dapat berasal dari Rifka Annisa, klien maupun mitra 
kerjasama.  
Faktor pendukung dari Rifka Annisa yang pertama adalah 
availability yang menyangkut ketersediaan layanan bagi para korban. 
Kedua, affordability yakni kemampuan yang merujuk secara khusus 
pada akses keuangan. Terkait dengan biaya layanan dan kemampuan 
individu untuk membayar yang menentukan bagaimana layanan dapat 
dijangkau pengguna. Ketiga, acceptability yakni layanan yang dilihat 
dalam konteks budaya mengenai isu gender, suku, ras dan agama 





pada akses transportasi dan fasilitas pendukung terhadap pusat 
pelayanan. Kelima, accomodation yang secara khusus menyorot pada 
kualitas pemberi layanan serta berlaku atau tidaknya standar 
operasional prosedur (SOP) serta ragam fasilitas yang tersedia. 
Faktor pendukung berikutnya dapat berasal dari klien. Klien yang 
memiliki sifat kooperatif sehingga mau bekerjasama menceritakan 
keadaan dengan dengan sebenar-benarnya akan memudahkan konselor 
dalam melakukan pendampingan. Klien yang kooperatif biasanya 
orang berpendidikan sehingga lebih mudah dalam penerimaan maksud 
pendampingan. 
Faktor berikutnya dapat pula berasal dari mitra kerjasama, karena 
organisasi Rifka Annisa telah memiliki nama yang cukup dikenal di 
lingkup masyarakat. Hal tersebut dapat memudahkan Rifka Annisa 
dapat menjalin kerjasama dengan instansi-instansi lain terkait  
penanganan kasus klien. Seperti yang diungkapkan oleh ibu “In” 
selaku pendamping psikologis Rifka Annisa bahwa: 
“Faktor pendukung itukan bisa dari internal kami sendiri atau bisa 
juga dari luar Rifka. Misalnya faktor pendukungnya dari Rifka 
karena memiliki konselor yang cukup terlatih, memiliki SOP 
pendampingan, punya sumberdaya untuk menjangkau klien, kami 
juga memiliki layanan telephone, ada email segala macem, itu 
menjadi faktor pendukung kita mengakses klien. Faktor lainnya 
bisa dari klien sendiri yang juga kooperatif dalam menceritakan 
permasalahannya, yang memudahkan adalah klien yang terbuka 
informasi karena dia orang berpendidikan dsb..” 
 
Hal lain yang senada juga diungkapkan oleh bapak “Sb” selaku 





“Faktor pendukung dalam kegiatan pendampingan itu ya fasilitas-
fasilitas yang tersedia di Rifka Annisa ini mendukung semua..” 
 
“Ar” selaku staf divisi pengorganisasian masyarakat dan advokasi 
mengungkapkan hal serupa bahwa: 
“Faktor pendukung  pelaksanaan pendampingan mungkin bisa 
berasal dari Rifa sendiri karena namanya Rifka-kan sudah cukup 
dikenal oleh masyarakat sehingga memudahkan kami untuk masuk 
ke instansi lain atau menjalin kerjasama mitra.  
 
 Berdasarkan hasil wawancara diatas, faktor pendukung yang 
mempengaruhi pelaksanaan pendampingan korban KDRT berasal dari 
internal maupun eksternal Rifka Annisa. Pelayanan yang diberikan 
Rifka Annisa sebaik mungkin dan dengan berpedoman SOP untuk 
mendukung terlaksananya pendampingan dengan lancar. Hal itu juga 
harus disertai dengan korban yang kooperatif dalam memberikan 
informasi terkait dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga akan 
memudahkan konselor dalam melakukan pendampingan.  
B. Pembahasan 
 Berdasarkan data hasil penelitian yang peneliti dapatkan dengan 
metode wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai pemberdayaan 
perempuan dalam pelaksanaan pendampingan korban KDRT berbasis 
perspektif gender di Rifka Annisa Yogyakarta. Peneliti melakukan 
pembahasan sesuai dengan tiga rumusan masalah yang telah dipaparkan 






1. Pemberdayaan perempuan melalui kegiatan pendampingan pada 
korban KDRT di LSM Rifka Annisa Yogyakarta 
  Rifka Annisa yang berarti “Teman Perempuan” adalah sebuah 
organisasi non pemerintah yang dikenal sebagai pusat krisis untuk 
perempuan atau women’s crisis center. Gagasan pendirian organisasi 
ini muncul dari kepedulian terhadap kecenderungan budaya patriarkhi 
yang memperkuat posisi laki-laki dan memperlemah posisi perempuan. 
Akibat dari budaya turun-temurun telah baku dimasyarakat perempuan 
menjadi rentan terhadap kekerasan seperti perkosaan, pelecehan 
seksual, KDRT, dan sebagainya. 
  Kegiatan yang terdapat di Rifka Annisa merupakan tindak lanjut 
dari kepedulian terhadap perempuan korban kekerasan/KDRT. 
Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pendampingan semata-mata 
untuk memberdayakan korban dari permasalahan yang dihadapi. Hal 
ini sesuai dengan pengertian pendampingan menurut Direktorat 
Bantuan Sosial (2007:4) yaitu suatu proses pemberian kemudahan 
(fasilitas) yang diberikan pendamping kepada klien dalam 
mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta 
mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses. Dalam konteks ini 
pemberdayaan yang dimaksud adalah pemberian informasi terkait 
dengan masalah, pemulihan psikologis korban, motivasi untuk 






  Bentuk kegiatan pendampingan adalah dengan konseling psikologi 
dan konseling hukum. Pelaksanaan pendampingan dapat diakses 
melalui banyak cara seperti melalui tatap muka, telepon, email, surat, 
outreach atau penjangkauan maupun dengan melakukan monitoring 
terhadap korban. 
  Pelaksanaan pendampingan korban KDRT dilaksanakan melalui 3 
tahapan yaitu, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahap persiapan 
merupakan sebuah alur penanganan kasus, menggambarkan prosedur-
prosedur yang harus dilengkapi korban untuk dapat melakukan 
pendampingan di Rifka Annisa. Berikut ini merupakan prosedur yang 
harus dipenuhi oleh korban untuk melakukan pendampingan di Rifka 
Annisa yaitu: 
1) Korban datang ke kantor Rifka Annisa mengutarakan maksud 
tujuannya. 
2) Korban merupakan rujukan dari mitra kerja seperti kepolisian, 
rumah sakit maupun lembaga lain yang sejenis. Penerimaan 
rujukan harus menandatangani surat kesepakatan rujukan yang 
berisi sebagai berikut:  
a. Pihak perujuk harus tetap melakukan monitoring terhadap 
kasus yang dirujukkannya. 






c. Pihak perujuk bersedia untuk tetap melakukan kerja sama 
dengan Rifka Annisa dalam penyelesaian kasus. 
3)  Korban melengkapi persyaratan yang dibutuhkan untuk bila 
akan menjalani pendampingan hukum, antara lain: 
a. Persyaratan berkas 
a) Fotokopi akta nikah 
b) Fotokopi akta kelahiran anak 
c) Fotokopi KTP 
d) Surat keterangan dari RT disahkan sampai 
kecamatan 
e) Alat bukti tertulis 
f) Surat izin dari atasan (untuk PNS) 
g) Surat gugatan 
h) Kronologi kejadian 
b. Saksi-saksi yang harus disiapkan 
a) Saksi harus terdiri dari dua orang saksi atau lebih. 
b) Saksi merupakan orang yang mengetahui 
(mendengar atau melihat) secara langsung kejadian 
terkait dengan gugatan cerai korban. 
c) Saksi merupakan orang yang sudah dewasa, yaitu 
sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah. 
d) Saksi boleh berasal dari keluarga, tetangga, teman 





  Rujukan korban dari mitra kerja yang diterima Rifka Annisa 
selanjutnya akan mendapat tindak lanjut berupa umpan balik. Hal ini 
untuk menanyakan kesediaan korban yang akan didampingi oleh Rifka 
Annisa guna membantu menyelesaikan permasalahannya. 
  Sedangkan tahap persiapan yang dilakukan oleh pendamping 
sebelum mendampingi klien yaitu wajib memahami Standar 
Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan 
pendampingan. Kewajiban seorang pendamping korban KDRT harus 
sudah menguasai pengertian-pengertian yang ada didalam SOP terkait 
dengan pendampingan yang akan dilakukan agar dapat menjelaskan 
kepada klien fungsi-fungsi dari pendampingan itu sendiri. Persiapan 
lain yang harus dilakukan pendamping ialah melakukan analisis 
kebutuhan korban dengan metode case work,  dalam menganalisis 
korban dibiarkan bercerita mengenai permasalahannya sehingga dari 
pihak pendamping dapat mengambil tindakan selanjutnya dari harapan 
yang diinginkan oleh korban. Tidak jarang mendapati korban yang 
langsung meminta pendampingan hukum karena ingin menuju 
perceraian. 
  Pada tahap pelaksanaan pendampingan terdapat dua jenis 
pendampingan yang dapat dilakukan oleh korban KDRT yaitu 
psikologis dan hukum, keduanya sama-sama bertujuan untuk 
memberdayakan klien dengan berbagai informasi agar dapat 





alternatif solusi dari permasalahan yang dihadapi.  Pertama, 
pendampingan psikologis yang merupakan tindak lanjut dari analisis 
kebutuhan sebelumnya. Pengertian dari pendampingan psikologis ini 
ialah suatu kegiatan konseling yang ditujukan bagi perempuan dan 
anak korban kekerasan dengan berfokus pada pemulihan kondisi 
psikologis, seperti trauma, ketakutan, depresi, dan lain sebagainya.  
  Kegiatan konseling psikologi meliputi pertemuan antara korban 
dan pendamping yang dilakukan di kantor Rifka Annisa secara berkala  
dengan pemberian materi atau diskusi. Kegiatan ini dapat berlangsung 
minimal 1 jam hingga maksimal 5 jam konseling. Materi yang 
diberikan berupa penyadaran keadaan yang dialami korban tanpa 
melukai perasaan dari korban, dalam tahap penyadaran ini pendamping 
psikologi harus dapat menenangkan korban dan menempatkan posisi 
korban sebagai orang yang kuat untuk menghadapi permasalahan 
sehingga perlahan-lahan korban dapat menerima keadaannya saat ini. 
Selanjutnya pertemuan dengan metode diskusi, diskusi yang dilakukan 
adalah untuk dapat mengetahui pengetahuan korban tentang 
permasalahan yang dihadapi, dalam pertemuan ini pendamping akan 
memberikan informasi, pengetahuan dan solusi/tindakan alternatif 
yang dapat dilakukan yang terkait dengan permasalahan korban. 
Kegiatan diskusi tersebut tidak hanya dalam satu kali pertemuan saja 
bisa sampai beberapa kali pertemuan tergantung dari rasa 





  Pada pertemuan selanjutnya setelah dilakukannya beberapa kali 
konseling maka akan dilakukan pemberdayaan, pemberdayaan ini 
diberikan pada korban yang telah menerima keadaannya dan memiliki 
pengetahuan yang dianggap cukup. Model pemberdayaan dikemas 
dalam bentuk pemberian motivasi untuk menumbuhkan rasa 
kepercayaan diri korban melalui pengambilan sebuah keputusan. 
Setelah dirasa cukup melakukan konseling diliat dari keberdayaan 
korban dalam hal penerimaan keadaan, pengetahuan dan kemampuan 
mengambil sebuah keputusan, maka yang selanjutnya diberikan adalah 
terminasi. Terminasi merupakan suatu tahapan korban harus mampu 
mandiri tanpa bantuan dari pendamping. 
  Selain pendampingan psikologis yang dilakukan, korban juga 
berhak mendapatkan pendampingan hukum jika dikehendaki. 
Pengertian pendampingan hukum merupakan pendampingan yang 
diberkan kepada perempuan dan anak korban kekerasan dalam 
penyelesaian masalah yang menempuh jalur hukum. Pendampingan 
hukum yang dilakukan tidak terbatas oleh waktu, pendampingan ini 
bertujuan untuk memonitoring proses hukum yang dijalani korban.  
  Tahap evaluasi mengenai pelaksanaan pendampingan yang 
dilakukan Rifka Annisa bertujuan untuk mengontrol kinerja dari 
kegiatan konseling sehingga manager divisi dapat mengetahui 
ketercapaian pendampingan yang telah dilakukan. Kegiatan evaluasi 





angket dan FGD yang meliputi (1) Staf internal Rifka Annisa, (2) 
Jaringan kerja, dan (3) Klien perempuan. Kegiatan evaluasi 
pelaksanaan pendampingan korban KDRT ini memiliki indikator 
keberhasilan setiap pertemuan yang dapat memantau ketercapaian 
pelaksanaan pendampingan.  
  Kegiatan evaluasi pelaksanaan pendampingan korban KDRT ini 
memiliki kendala mengenai pembagian waktu yang dimiliki oleh para 
pendamping atau konselor Rifka Annisa. Oleh sebab itu, kegiatan 
evaluasi yang seharusnya dilaksanakan perbulan, dan pertiga bulan 
sulit dilaksanakan karena adanya kendala tersebut, maka kegiatan 
evaluasi dilakukan minimal enam bulan sekali untuk mengetahui 
perkembangan dari kasus-kasus yang telah ditangani serta dapat 
mengusulkan gagasan berupa program-program baru untuk masyarakat 
guna meminimalisir tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya 
KDRT. 
2. Dampak yang dialami korban KDRT setelah dilakukan 
pendampingan di LSM Rifka Annisa Yogyakarta 
 Dampak yang dialami korban KDRT setelah melakukan 
pendampingan di LSM Rifka Annisa terdiri dari dua dampak yaitu 
positif dan negatif. Hal ini sesuai dengan pengertian dampak dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang merupakan pengaruh 
kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).  





ini meliputi (1) Dapat menumbuhkan kembali kepercayaan diri korban 
dengan pemberian motivasi yang dilakukan pendamping sehingga 
dapat kembali melakukan aktivitas seperti biasa, (2) menyadarkan dan 
dapat membuat korban menerima keadaan permasalahan yang 
dihadapi, (3) mampu mendorong korban dalam pengambilan 
keputusan dengan pemberian informasi tentang manfaat dan kerugian 
dari setiap pilihan, serta (4) Membuka wawasan korban mengenai 
kasus yang sedang dihadapi maupun dapat menjadi informan untuk 
kasus-kasus serupa dimasyarakat.  
Dampak positif yang diterima korban melalui pelaksanaan 
pendampingan di Rifka Annisa, korban tersebut dapat dikatakan 
sebagai korban yang telah berdaya. Hal itu dikarenakan, Rifka Annisa 
memiliki indikator-indikator yang dibuat untuk melihat perkembangan 
korban ketika melakukan pendampingan. Seluruh dampak positif yang 
disebutkan telah mencakup empat aspek keberdayaan korban. Aspek-
aspek tersebut meliputi aspek psikologis, sosial, ekonomi dan hukum 
yang dijelaskan sebagai berikut: 
(1) Aspek psikologis yang dimiliki korban berdaya adalah sadar 
dan mampu mengelola keadaan emosional sehingga tidak 
menyalahkan diri sendiri atas permasalahan terjadi, dapat 
terhindar dari depresi atau gangguan kejiwaan, serta korban 





(2) Aspek sosial yang dimaksud Rifka Annisa ini adalah suatu 
kegiatan yang dilakukan korban seperti biasa dimasyarakat, 
seolah-olah sedang tidak terjadi permasalahan didalam 
hidupnya. Sebagai contoh, korban menjalani aktivitas dengan 
pergi bekerja, mengantar anak kesekolah, mampu berbaur tanpa 
merasa takut maupun terintimidasi dengan masyarakat. 
(3) Aspek ekonomi, dalam aspek ini pendamping Rifka Annisa 
melihat dan menyadarkan korban mengenai potensi yang 
dimilikinya untuk dapat dimanfaatkan sebagai sumber 
penghasilan diri sendiri maupun keluarganya. 
(4) Aspek hukum yang dimaksud adalah korban memiliki wawasan 
atau pengetahuan yang cukup mengenai permasalahan yang 
dihadapi serta tindak lanjut yang dapat diambil melalui jalur 
hukum. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh pendamping 
Rifka Annisa, dukungan yang diberikan oleh keluarga dan lingkungan 
korban mempengaruhi cepat atau lambatnya proses pendampingan 
yang akan dilaksanakan. Sebab, adanya dukungan dari orang-orang 
terdekat korban dapat mempercepat pemulihan aspek psikologis, sosial 
maupun ekonomi korban sehingga menjadikan korban lebih tegar 
dalam menyelesaikan kasusnya secara hukum. 
Dampak lain dari kegiatan pelaksanaan pendampingan korban 





yang diterima korban KDRT biasanya terjadi perceraian rumah tangga. 
Selain itu, sikap ketergantungan korban kepada pendamping yang sulit 
dihilangkan meskipun pihak Rifka Annisa sendiri tidak memutuskan 
komunikasi dari korban. Namun, untuk menjadikan korban benar-
benar berdaya maka korban harus berlatih mandiri dalam pengambilan 
keputusan serta penyelesaian masalah. 
3. Faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan perempuan 
dalam pelaksanaan pendampingan korban KDRT di LSM Rifka 
Annisa Yogyakarta 
  Pemberdayaan perempuan yang dilakukan dalam pelaksanaan 
pendampingan korban KDRT memiliki faktor pendukung dan 
penghambat. Faktor pendukung pelaksanaan pendampingan korban 
KDRT yaitu dapat berasal dari internal dan eksternal Rifka Annisa. 
Faktor pendukung internal merupakan sumber daya manusia, sarana 
prasarana serta fasilitas yang disediakan Rifka Annisa untuk 
menunjang kegiatan pelaksanaan pendampingan korban KDRT. Faktor 
tersebut terurai sebagai berikut: 
1) Pendamping atau konselor 
 Sumber daya manusia dalam divisi pendampingan yang 
dimiliki Rifka Annisa terdiri dari psikolog, pengacara, konselor 
psikologi, dan konselor hukum. Sumber daya manusia tersebut 
merupakan salah satu faktor yang mendukung karena 





di masing-masing bidang. Langkah untuk menjadi seorang 
pendamping di Rifka Annisa harus memenuhi berbagai kriteria 
masing-masing bidang atau dapat bergabung menjadi 
relawan/magang di Rifka Annisa. 
2) Divisi profesional 
 Divisi yang terdapat di Rifka Annisa merupakan faktor 
pendukung selanjutnya, karena adanya kerja sama yang 
dilakukan divisi pendampingan dengan divisi lain semata-mata 
saling membantu menyelesaikan kasus korban. Misalnya divisi 
pengorganisasian masyarakat dan advokasi membantu 
memberikan pendampingan kepada lingkungan korban KDRT 
dengan diskusi dan penyuluhan secara berkala. 
3) Fasilitas layanan 
 Fasilitas layanan yang disediakan selengkap mungkin oleh 
Rifka Annisa dengan tujuan memudahkan korban melakukan 
pendampingan atau konseling. Fasilitas layanan tidak hanya 
berupa layanan pendampingan tatap muka dan non tatap muka 
namun juga Rifka Annisa menyediakan sebuah shelter yang 
dapat di huni oleh korban KDRT dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan. Berikut merupakan ketentuan yang ditetapkan Rifka 





a. Membutuhkan tempat perlindungan sementara untuk 
menghindar dari ancaman fisik dan psikis yang 
dilakukan pelaku. 
b. Membutuhkan tempat sementara untuk dapat berpikir 
tentang persoalan yang dialami tanpa ada campur 
tangan dari pihak lain seperti pelaku atau keluarga. 
c. Membutuhkan tempat sementara bagi korban yang 
sedang menjalani kehamilan yang tidak di kehendaki 
akibat dari kejahatan seksual, sementara tidak adanya 
dukungan yang baik dari keluarga maupun 
lingkungannya. 
d. Korban sedang menjalani proses hukum dan 
membutuhkan penguatan psikologis secara intensif. 
4) Sarana prasarana 
 Salah satu sarana prasarana harus disediakan sebelum 
pelaksanaan awal pendampingan biasanya kertas dan spidol 
yang digunakan untuk membuat gambar yang memperlihatkan 
keadaan psikologis yang dialami korban. 
 Sementara faktor pendukung eksternal yang mempengaruhi 
pelakasanaan pendampingan berasal dari mitra kerja yaitu rumah 
sakit, kepolisian dan pengadilan. Menjalin kerjasama yang baik 
dengan mitra kerja akan memudahkan Rifka Annisa dalam  hal 





 Berbagai faktor pendukung eksternal mempunyai peran penting 
dalam pendampingan khususnya yang melalui jalur hukum. 
Contohnya seperti yang diungkapkan oleh salah satu pendamping 
psikologis Rifka Annisa terkait dengan kerja sama eksternal, saat 
korban pertama kali datang ke Rifka Annisa terdapat luka fisik yang 
darurat akan langsung dibawa ke rumah sakit untuk memperoleh 
pertolongan medis. Contoh lainnya adalah kerja sama dengan pihak 
kepolisian terkait dengan pembuatan berita acara pemeriksaan korban 
dan penanganan kasus korban. Berikutnya kerja sama dengan 
pengadilan, baik itu jaksa maupun hakim. Hal ini dilakukan ketika 
terdapat putusan yang tidak sesuai dengan gugatan, pendamping akan 
melakukan upaya untuk mengajukan banding, kasasi, maupun 
peninjauan kembali. 
 Pelaksanaan pendampingan korban KDRT tidak selalu berjalan 
tanpa hambatan. Terdapat beberapa faktor penghambat yang 
mempengaruhi pelaksanaan pendampingan tersebut, antara lain 
sebagai berikut: 
a. Korban KDRT 
 Korban KDRT atau klien yang yang ditangani oleh Rifka 
Annisa tidak semuanya datang dengan keadaan yang baik. 
Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti 
dilapangan, adanya korban KDRT yang datang ke Rifka Annisa 





yang berbeda-beda. Kondisi psikologis korban memburuk dapat 
dikarenakan tindak kekerasan yang terus menerus diterima 
korban sehingga menimbulkan rasa trauma maupun takut yang 
mempengaruhi mental/psikologis korban. Kondisi psikologis 
ini dapat menghambat pelaksanaan pendampingan karena 
sulitnya mendapat informasi dari korban sendiri mengenai 
permasalahan yang dihadapi sehingga membutuhkan kesabaran 
dan waktu yang lebih untuk penanganannya. 
b. Keluarga korban 
 Keluarga merupakan faktor penting dalam proses 
pemulihan psikologis korban KDRT. Keterlibatan keluarga 
yang mendukung keputusan korban dengan memberikan rasa 
aman dan mau ikut membantu dalam penyelesaian masalah 
dapat mempercepat pemulihan kondisi psikologis korban. 
Namun, berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti 
masih adanya keluarga yang tidak mendukung proses 
pelaksanaan pendampingan karena pemahaman keluarga 
korban yang minim sehingga menganggap menceritakan 
permasalahan keluarga dengan orang lain adalah suatu hal yang 
buruk. Hal itu disebabkan karena faktor budaya di dalam 






 Media komunikasi merupakan faktor yang mendukung 
pelaksanaan pendampingan korban KDRT karena dari 
komunikasi yang terjalin baik antara pendamping dan korban 
akan mempermudah proses monitoring kondisi korban. Namun, 
pada kenyataannya, komunikasi justru dapat menjadi faktor 
penghambat pelaksanaan pendampingan yang disebabkan oleh 
korban maupun keluarga korban. 
d. Pelaku kekerasan 
 Pelaku kekerasan merupakan seseorang yang melakukan 
tindak kekerasan terhadap istri atau anak sehingga 
menyebabkan penderitaan maupun luka, baik fisik, ekonomi 
maupun sosial. Dalam hal ini, pelaku kekerasan menjadi salah 
satu faktor penghambat pelaksanaan pendampingan korban 
KDRT karena seringkali terdapat korban yang melapor tindak 
KDRT yang terjadi tanpa sepengetahuan suami/pelaku 
kekerasan, pihak suami/pelaku kekerasan tidak mendukung 
kegiatan pelaksanaan pendampingan pada korban KDRT 
tersebut. Ketika suami korban tidak mendukung, hal ini akan 
menjadi penghambat proses pelaksanaan pendampingan karena 
suami/pelaku kekerasan dapat membatasi kegiatan yang 
dilakukan dan akses yang diberikan kepada korban. 





 Mitra kerja tidak hanya dapat menjadi faktor pendukung 
namun juga faktor penghambat. Hal ini dikarenakan kerjasama 
yang dilakukan dengan pihak lain melibatkan strategi dan 
pemikiran yang berbeda-beda dalam penanganan kasus KDRT. 
Adanya perbedaan pemikiran dan strategi penanganan terhadap 
korban dapat memunculkan perspektif yang dirasa kurang sesuai 
dengan apa yang dilakukan oleh Rifka Annisa dalam 
penanganan korban KDRT. Selain itu, belum resmi menjalin 
kerjasama dengan instansi pendidikan membuat program yang 
terdapat di Rifka Annisa kurang tereksplor. 
f. Kurangnya pendamping 
 Divisi pendampingan yang dimiliki Rifka Annisa terdiri 
dari orang-orang yang berkompeten dibidangnya. Namun, 
Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima 
Rifka Annisa membuat ketidakseimbangan antara pendamping 
dengan klien/calon klien. Sehingga tidak jarang klien yang ingin 
melakukan konseling diminta kesediaannya untuk menunggu 
pendamping karena masih melayani korban lainnya. 
g. Lokasi Kantor 
Denah lokasi kantor yang terdapat dipinggiran Kota 
Yogyakarta dengan melalui jalan-jalan kecil menjadikan 
lokasinya kurang strategis. Ditambah lagi dengan papan nama 





dari kejauhan sehingga tidak jarang calon klien tersesat 






KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pemberdayaan Perempuan melalui Kegiatan Pendampingan pada Korban 
KDRT di LSM Rifka Annisa Yogyakarta 
  Pemberdayaan perempuan yang dilakukan dalam kegiatan ini 
merupakan pemberian informasi terkait dengan masalah yang dihadapi 
korban, pemulihan psikologis korban, motivasi dan semangat hidup, serta 
membantu korban dalam pengambilan keputusan. Bentuk kegitatan 
pendampingan dapat berupa konseling psikologis dan konseling hukum. 
Kegiatan pendampingan dapat diakses korban melalui berbagai macam 
fasilitas yang disediakan oleh LSM Rifka Annisa seperti pendampingan 
tatap muka, telepon, email, surat, monitoring, maupun dengan sistem 
outreach atau penjangkauan korban. Pelaksanaan pendampingan korban 
KDRT dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan dan 
evaluasi. 
  Tahap persiapan dilakukan oleh korban dan pendamping Rifka 
Annisa. Persiapan yang harus dilakukan oleh korban meliputi mengisi 
prosedur dan melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan 
pendampingan. Sedangkan, persiapan yang dilakukan pendamping 





menguasi SOP sebagai pedoman pelaksanaan pendampingan dan 
melakukan analisis kebutuhan korban. 
  Pada tahap pelaksanaan pendampingan terdapat dua jenis 
pendampingan yaitu psikologis dan hukum. Pendampingan psikologis dan 
hukum dilakukan secara berkala dengan pemberian materi dalam bentuk 
diskusi. Pendampingan psikologis bertujuan khusus dalam pemulihan 
mental korban misalnya korban dapat menerima keadaannya. Sementara 
itu pendampingan hukum dilakukan untuk korban KDRT yang menempuh 
jalur hukum, pendampingan ini bertujuan khusus mendampingi korban 
dalam memonitoring proses hukum yang dijalani korban. Tujuan dari 
kedua pendampingan itu sama-sama untuk membuat korban lebih berdaya 
melalui informasi yang diberikan saat pendampingan sehingga dapat 
membantu korban dalam pengambilan keputusan dan alternatif solusi dari 
permasalahan yang dihadapi.  
  Tahap evaluasi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan 
pendampingan bertujuan untuk mengontrol proses kegiatan pendampingan 
sehingga dapat mengetahui indikator-indikator yang telah tercapai. 
Kegiatan evaluasi pendampingan dilakukan dengan metode dua arah yang 
melibatkan staf internal, jaringan kerja dan korban/klien perempuan. 
2. Dampak yang Dialami Korban KDRT setelah dilakukan Pendampingan di 
LSM Rifka Annisa 
  Dampak yang alami korban KDRT terdiri dari dua dampak yaitu 





kepercayaan diri korban dengan pemberian motivasi yang dilakukan 
pendamping sehingga dapat kembali melakukan aktivitas seperti biasa, (2) 
menyadarkan dan dapat membuat korban menerima keadaan permasalahan 
yang dihadapi, (3) mampu mendorong korban dalam pengambilan 
keputusan dengan pemberian informasi tentang manfaat dan kerugian dari 
setiap pilihan, serta (4) membuka wawasan korban mengenai kasus yang 
sedang dihadapi maupun dapat menjadi informan untuk kasu-kasus serupa 
dimasyarakat. Sedangkan dampak negatif yang dialami korban KDRT 
adanya perceraian rumah tangga dan sikap ketergantungan korban kepada 
pendamping yang sulit dihilangkan. 
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Perempuan dalam 
Pelaksanaan Pendampingan Korban KDRT di LSM Rifka Annisa 
Yogyakarta 
  Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendampingan 
korban KDRT sama-sama berasal dari internal dan eksternal Rifka Annisa. 
Faktor pendukung internal Rifka Annisa dapat berupa pendamping atau 
konselor, divisi yang profesional serta fasilitas layanan maupun sarana 
prasarana yang diberikan untuk korban. Sedangkan faktor penghambat 
pelaksanaan pendampingan korban KDRT terdiri dari korban/klien KDRT, 
keluarga korban, komunikasi, pelaku kekerasan, kerjasama berjejaring, 








 Melalui penelitian ini, peneliti ingin menyampaikan beberapa saran 
terkait pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pendampingan 
korban KDRT berbasis gender di LSM Rifka Annisa Yogyakarta, sebagai 
berikut: 
1. Bagi LSM Rifka Annisa Yogyakarta 
a. Perlu adanya penambahan pendamping bidang psikologis maupun 
hukum agar sebanding dengan jumlah korban tidak untuk  
melakukan kegiatan pendampingan atau konseling. 
b. Perlu memperjelas tanda keberadaan LSM Rifka Annisa agar 
korban tidak kesulitan saat mencari kantor. 
c. Mendukung program-program perkuliahan yang terkait dengan 
kegiatan pendampingan korban KDRT. 
2. Bagi Pendamping 
a. Pendamping agar lebih menekankan materi kemandirian untuk 
korban KDRT dalam setiap pertemuan. 
b. Pendamping diharapkan melakukan diskusi atau sharing dengan 
mitra kerja terkait penanganan masalah korban. 
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a. Profil LSM Rifka Annisa 
b. Data Kasus dari tahun ke tahun di LSM Rifka Annisa 
c. Spesifikasi permasalahan yang sering terjadi di LSM Rifka Annisa 









1. Mengamati pelaksanaan pendampingan korban KDRT di LSM Rifka 
Annisa Yogyakarta. 
2. Mengamati proses pemberdayaan perempuan yang melaksanakan 
pendampingan korban KDRT. 
3. Mengamati media sosialisasi yang terdapat di LSM Rifka Annisa 
Yogyakarta. 
4. Mengamati ruang atau sarana prasarana yang digunakan dalam 





PEDOMAN WAWANCARA PENYELENGGARA 
 
 
1. Apa tujuan didirikannya LSM Rifka Annisa? 
2. Bagaimana rekruitmen dan syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi 
petugas LSM Rifka Annisa? 
3. Berapakah jumlah pendamping saat ini? 
4. Apa saja kasus yang paling sering ditangani oleh LSM Rifka Annisa? 
5. Berapakah jumlah korban KDRT yang saat ini sedang ditangani oleh LSM 
Rifka Annisa? 
6. Apa saja bentuk pelayanan yang diberikan oleh LSM Rifka Annisa dalam 
pemberdayaan perempuan dalam pendampingan korban KDRT? 
7. Bagaimana pelayanan penanganan laporan atau pengaduan korban KDRT 
yang dilakukan LSM Rifka Annisa? 
8. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses penanganan 
korban KDRT? 
9. Bagaimana pelayanan kesehatan yang dilakukan LSM Rifka Annisa 
kepada korban KDRT? 
10. Bagaimana pelayanan rehabilitasi sosial yang dilakukan LSM Rifka 
Annisa kepada korban KDRT? 
11. Bagaimana pelayanan penegakan dan bantuan hukum yang dilakukan 
LSM Rifka Annisa kepada korban KDRT? 
12. Bagaimana pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial yang dilakukan 





13. Bagaimana perubahan yang dialami korban KDRT setelah mendapatkan 
pendampingan di LSM Rifka Annisa? 






PEDOMAN WAWANCARA PENDAMPING KDRT 
 
 
1. Bagaimana rekruitmen dan syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi 
petugas LSM Rifka Annisa? 
2. Berapakah jumlah pendamping saat ini? 
3. Kasus KDRT seperti apa yang paling sering ditangani oleh LSM Rifka 
Annisa? 
4. Berapakah jumlah korban KDRT yang saat ini sedang ditangani oleh LSM 
Rifka Annisa? 
5. Apa saja bentuk pelayanan yang diberikan oleh LSM Rifka Annisa dalam 
pemberdayaan perempuan dalam pendampingan korban KDRT? 
6. Bagaimana pelayanan penanganan laporan atau pengaduan korban KDRT 
yang dilakukan LSM Rifka Annisa? 







PEDOMAN WAWANCARA KORBAN KDRT 
 
 
1. Identitas Diri 
a. Nama   : 
b. Usia   : 
c. Pendidikan terakhir : 
d. Pekerjaan  : 
2. Daftar Pertanyaan 
a. Darimanakah anda mengetahui tentang LSM Rifka Annisa? 
b. Bentuk KDRT seprti apa yang anda alami? 
c. Bagaimana cara anda untuk melindungi diri dari tindakan KDRT yang 
terjadi? 
d. Dimanakah peristiwa itu anda alami? 
e. Bagaimana keadaan fisik dan psikis anda saat datang ke LSM Rifka 
Annisa? 
f. Pelayanan seperti apa yang anda terima dari LSM Rifka Annisa saat 
menangani permasalahan KDRT yang anda alami? 
g. Apakah pelayanan tersebut membantu anda dalam menyelesaikan kasus 
KDRT yang anda alami? 
h. Bagaimana keadaan fisik dan psikis anda setelah menjalani pendampingan 
dari LSM Rifka Annisa? 
i. Bagaimana tanggapan anda terhadap pelayanan yang diberikan oleh LSM 





LAMPIRAN 4. CATATAN LAPANGAN 
Catatan Lapangan 
No  : 01 
Tanggal : 16 November 2015 
Waktu  : 09.00 – 11.00 
Tempat : LSM Rifka Annisa Yogyakarta 
Kegiatan : Observasi Awal 
Deskripsi : 
 Pada hari Senin, 16 November 2015 peneliti datang ke kantor Rifka 
Annisa. Maksud dan tujuan peneliti datang ke Rifka Annisa adalah meminta izin 
melakukan observasi awal. Observasi awal ini semata untuk mendapatkan 
informasi mengenai permasalahan atau kasus-kasus yang sering ditangani dan 
program-program yang terdapat di Rifka Annisa. 
 Peneliti bertemu dengan bapak Tr dari divisi penelitian dan research. Saat 
berbincang peneliti menjelaskan akan melakukan penelitian di Rifka Annisa ini, 
terkait dengan hal tersebut peneliti juga menanyakan syarat-syarat yang 
dibutuhkan untuk dapat melakukan penelitian di Rifka Annisa. Setelah 
mengungkapkan apa saja maksud dan tujuan peneliti, bapak Tr menjelaskan 
bahwa terdapat beberapa persyaratan yang harus di penuhi antara lain : 
menyerahkan proposal penelitian, surat penelitian dan membayar biaya jaminan. 
Pukul 11.00, setelah dirasa cukup banyak mendapatkan informasi yang 
dibutuhkan peneliti. Peneliti pun tidak lupa menanyakan nomor telephone bapak 






No  : 02 
Tanggal : 26 Februari 2016 
Waktu  : 13.00 – 14.00 
Tempat : LSM Rifka Annisa Yogyakarta 
Kegiatan : Meminta data kasus Rifka Annisa tahun 2015 
Deskripsi : 
 Peneliti mendatangi LSM Rifka Annisa pada hari Jumat, 26 Februari 2016 
bertemu dengan Ibu Dr dari divisi humas dan media. Peneliti menjelaskan maksud 
dan tujuan hari itu untuk meminta jumlah data kasus yang ditangani Rifka Annisa 
hingga tahun 2015. Ketika peneliti ditanya kegunaan data tersebut, peneliti lalu 
menjelaskan bahwa akan melakukan penelitian di LSM Rifka Annisa dan saat ini 
membutuhkan data kasus yang paling terbaru untuk melengkapi proposal 
penelitian tersebut. 
 Setelah peneliti mengungkapkan maksud dan tujuan serta kegunaan data 
tersebut, Ibu DR dengan senang hati membantu peneliti, lalu peneliti diminta 
menuliskan alamat email yang nantinya akan dikirimi file. Ibu Dr juga 
menjabarkan kasus-kasus yang paling sering ditangani oleh LSM Rifka Annisa, 
antara lain: Kekerasan Terhadap Istri (KTI), Kekekrasan Dalam Pacaran (KDP), 
Pel-seks (Pelecehan Seksual), Kekerasan Dalam Keluarga (KDK).  Kemudian 
setelah dirasa cukup mendapatkan informasi, peneliti tidak lupa mengucapkan 






No  : 03 
Tanggal : 18 Maret 2016 
Waktu  : 09.00 – 13.00 
Tempat : Balai Kota Yogyakarta 
Kegiatan : Perizinan Surat Penelitian 
Deskripsi : 
 Pada hari Jumat, 18 Maret 2016 peneliti mengurus surat perizinan ke balai 
kota Yogyakarta. Sesampainya disana peneliti mengambil nomor antrian dan 
mengantri. Tidak lama setelah itu peneliti pun dipanggil, dan menyerahkan syarat-
syarat perizinan berupa proposal dan surat izin penelitian dari kampus. Pukul 
13.00, peneliti kembali ke balai kota Yogyakarta untuk mengambil surat perizinan 
yang telah dibuat. Setelah selesai dengan surat perizinan penelitian dari balai kota 






No  : 04 
Tanggal : 18 Maret 2016 
Waktu  : 14.00 – 15.00 
Tempat : LSM Rifka Annisa 
Kegiatan : Menyerahkan surat dan proposal penelitian 
Deskripsi : 
 Siang hari setelah selesai mengurus surat di balai kota Yogyakarta, peneliti 
bergegas menuju LSM Rifka Annisa untuk langsung menyerahkan surat 
penelitian tersebut. Peneliti bertemu dengan bapak T dari divisi penelitian dan 
research untuk menyatakan maksud tujuan hari ini ialah untuk menyerahkan surat 
dan proposal penelitian sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk dapat 
melakukan penelitian di LSM Rifka Annisa. Dengan senang hati bapak Tr 
menerima proposal dan surat tersebut, kemudian bapak Tr menanyakan beberapa 
hal mengenai penelitian yang akan diteliti di Rifka Annisa. Setelah di rasa cukup, 
bapak Tr menjadwalkan peneliti bertemu dengan Ibu Rt dari divisi penelitian dan 






No  : 05 
Tanggal : 1 April 2016 
Waktu  : 13.00 – 14.30 
Tempat : LSM Rifka Annisa 
Kegiatan : Melengkapi syarat penelitian Rifka Annisa 
Deskripsi : 
 Pada hari Jumat 1 April 2016, peneliti datang ke LSM Rifka Annisa untuk 
melengkapi syarat penelitian Rifka Annisa, bertemu dengan ibu Rt dari divisi 
penelitian dan research. Peneliti menjelaskan bahwa akan melakukan penelitian di 
LSM Rifka Annisa dan sebelumnya telah bertemu dengan bapak Tr dan 
menyerahkan surat juga proposal penelitian. Setelah peneliti mengungkapkan 
maksud tujuannya lalu ibu R menjelaskan juga bahwa peneliti harus melengkapi 
administrasi  dengan nominla Rp. 120.000 untuk melakukan penelitian. 
Administrasi tersebut merupakan uang jaminan penelitian yang akan 
dikembalikan jika skripsi peneliti sudah selesai dan diserahkan ke LSM Rifka 
Annisa. Kemudian setelah selesai melengkapi administrasi, peneliti akan di 







No  : 06 
Tanggal : 5 April 2016 
Waktu  : 13.00 – 15.00 
Tempat : LSM Rifka Annisa 
Kegiatan : Wawancara dengan pendamping 
Deskripsi : 
 Pada hari Senin, 5 April 2016 peneliti yang dihubungi oleh pihak LSM 
Rifka Annisa bahwa dapat memulai penelitian. Peneliti bertemu dengan ibu In 
dari divisi pendampingan bagian psikologi untuk melakukan wawancara. 
Kegiatan tersebut berlangsung kurang lebih selama 60 menit. Wawancara yang 
dilakukan oleh peneliti berpedoman dengan pedoman wawanacara yang telah 
disiapkan peneliti sebelumnya. Setelah dirasa cukup banyak mendapatkan 
informasi peneliti mengucapkan tidak lupa terimakasih. 
 Selesai melakukan wawancara dengan ibu In, peneliti kemudian bertemu 
dengan bapak Tr dari divisi penelitian dan research untuk meminta beberapa data 
yang diperlukan guna melengkapi penelitian yang dilakukan. Data-data tersebut 
meliputi: data pendamping dan relwan/magang di LSM Rifka Annisa, mitra kerja 
yang bekerjasama dengan LSM Rifka Annisa. Kemudian peneliti menentukan 







No  : 07 
Tanggal : 8 April 2016 
Waktu  : 14.00 – 15.30 
Tempat : LSM Rifka Annisa 
Kegiatan : Meminta data kelembagaan Rifka Annisa 
Deskripsi : 
 Pada hari Jumat, 08 April 2016 peneliti bertemu dengan bapak Tr dari 
divisi penelitian dan research untuk meminta data-data yang diperlukan. Data 
tersebut meliputi; profil Rifka Annisa, struktur pengurus kelembagaan, sarana dan 
prasarana, jumlah relawan/magang, dsb. Setelah mendapatkan informasi yang 
dibutuhkan peneliti menanyakan jadwal wawancara selanjutnya dengan 
pendamping hukum. 
 Peneliti juga melakukan sedikit wawancara dengan bapak Sb dari divisi 
internal. Saat itu peneliti berbincang dengan mengajukan beberapa pertanyaan 
seputar kelembagaan Rifka Annisa. Setelah dirasa cukup mendapatkan informasi, 






No  : 08 
Tanggal : 11 April 2016 
Waktu  : 14.30 – 15.30 
Tempat : Perpustakaan LSM Rifka Annisa 
Kegiatan : Wawancara dengan Divisi Pengorganisasian Masyarakat dan 
Advokasi 
Deskripsi : 
 Pada hari Jumat 11 April 2016, peneliti bertemu dengan Ar dari divisi 
pengorganisasian masyarakat dan advokasi. Tujuannya adalah ingin mengetahui 
kegiatan yang dilakukan di lingkungan masyarakat atau keluarga korban KDRT. 
Bapak Ar memberi penjelasan yang diharapkan peneliti. Setelah mendapatkan 





LAMPIRAN 5.:  REDUKSI, DISPLAY, DAN KESIMPULAN 
Reduksi, Display, dan Kesimpulan 





korban KDRT berbasis 
perspektif gender di 
LSM Rifka Annisa 
Apa tujuan di 
dirikannya LSM Rifka 
Annisa? 
Sb : tujuannya untuk membantu 
perempuan-perempuan yang menjadi 
korban kekerasan dengan cara 
pendampingan atau kegiatan-kegiatan 
yang kami adakan dimasyarakat secara 
rutin. 
 
Tr   : seperti yang tertulis pada visi dan 
misi yang dimiliki Rifka Annisa, kita 
bertujuan untuk membantu 
mengorganisir perempuan baik korban 
maupun masyarakat umum untuk 
meminimailisir kekerasan yang terjadi 
terhadap perempuan. 
 
In  : tujuan dari Rifka Annisa sendiri 
sebenarnya adalah untuk membantu 
kaum perempuan dari tindak kekerasan 
agar tidak menimpanya, baik itu 
perempuan yang sudah menjadi korban 
ataupun masalah-masalah yang akan 
menjurus kepada tindak kekerasan. 
LSM Rifka Annisa memiliki 
tujuan untuk membantu kaum 
perempuan baik korban ataupun 
masyarakat umum dalam 
menyelesaikan masalah-maslah 
terkait dengan tindak kekerasan 
terhadap perempuan. Kegiatan 
yang dilakukan adalah dengan 
melalui pendampingan dan 
pengadaan kegiatan-kegiatan 
dimasayakat secara rutin. 





paling sering di tangani 
oleh LSM Rifka 
Annisa? 
kita tangani itu KTP (kekerasan 
terhadap perempuan) yang didalamnya 
ada pelsek (pelecehan seksual), 
kekerasan dalam pacaran (KDP), 
kekerasan terhadap istri (KTI) dan 
lainnya. Yang paling banyak dari 
semuanya itu ya KTI itu bisa sampai 
200an kasus kalau dihitung-hitung 
dalam satu tahunnya. 
 
Pr  : kasus paling yang paling sering itu 
kekerasan terhadap istri itu, yang nanti 
masuk ke ranah KDRT. 
 
Sb  : kasus yang paling sering 
ditangani kasus kekerasan terhadap 
istri, ada juga kasus-kasus lain yang 
ditangani tapi jumlahnya tidak 
sebanyak kasus KTI tadi. 
LSM Rifka Annisa adalah 
Kekerasan Terhadap Istri (KTI) 
namun selain kasus tersebut 
masih terdapat kasus lain yang 
ditangani seperti pelecehan 
seksual, kekerasan dalam 
pacaran, kekerasan terhadap 
perempuan lainnya maupun 
trafficking. 






KDRT di LSM Rifka 
Annisa? 
In : kegiatan pendampingan sendiri 
mempunyai tahapan-tahapan sebelum 
melakukan pendampingan itu. Ada 
tahap persiapan, pelaksanaan 
prosesnya maupun tahap evaluasi 
kegiatan pendampingan. pada tahap 
persiapan kebanyakan klien yang 
datang kesini itu rujukan dari rumah 
sakit atau kepolisian. Tindak lanjut dari 
Pelaksanaan pendampingan pada 
korban KDRT di LSM Rifka 
Annisa melalui tiga tahapan yaitu 
persiapan, pelaksanaan dan 
evaluasi kegiatan. Kegiatan 
pendampingan sepenuhnya 
dikembalikan kepada korban 
untuk melakukan pendampingan, 





rujukan tersebut yang Rifka Annisa 
lakukan adalah menanyakan kepada 
korban bersedia didampingi atau tidak 
dari Rifka untuk membantu 
menyelesaikan permasalahannya. 
Tetapi ada juga klien yang tidak 
dirujuk dan langsung datang kekantor 
sendiri, dan penanganan yang kita 
berikan juga serupa. Setelah klien oke 
selanjutnya baru kita arahkan untuk 
proses administrasi. Selanjutnya pada 
dua tahap pelaksanaan pendampingan 
yaitu psikologis dan hukum. Untuk 
pendampingan psikologis ini tidak 
hanya untuk korban, karena ada juga 
kita pendampingan untuk suami atau 
pelaku kekerasan. kalau untuk pelaku 
kekerasan sendiri memang tidak 
banyak yang mau melakukan 
pendampingan perbandingannya antara 
250:10 orang saja. Sedangkan untuk 
pendampingan hukum, kalau klien 
memilih untuk mengambil jalur hukum 
akan didampingi dari awal prosesnya 
sampai kasus itu selesai, biasanya 
memang  kalau mengambil jalur 
hukum banyak yang berakhir dengan 
perceraian. Dan terakhir tahap evaluasi 
bertujuan untuk memberdayakan 
korban supaya  mandiri dengan 
mengarahkan dan memberi 
informasi terkait dengan 
permasalahan korban untuk dapat 
mengambil keputusan sendiri. 
Selain itu tujuan dari 
pendampingan untuk membantu 
korban dalam memulihkan mental 
dan membantu korban dalam 






kegiatan pendampingan yang di dapat 
diliat dari indikator keberhasilan yang 
telah ditetapkan Rifka Annisa, 
misalnya Setiap klien yang melakukan 
pendampingan dikantor pasti kita akan 
buat dia bercerita tentang 
permasalahannya, tidak sedikit juga 
dari korban menangis saat bercerita. 
Nah setelah mereka bercerita mengenai 
permasalahannya baru kita akan 
memberikan pemahaman tentang 
masalahnya, hal apa saja yang dapat 
dilakukan klien dalam 
permasalahannya. Dalam 
pendampingan itu kita sifatnya 
memfasilitasi dengan informasi bukan 
mengintervensi korban biar mengambil 




Pr : pelaksanaan kegiatan 
pendampingan ini korban akan melalui 
tiga tahapan yaitu persiapan atau 
registrasi, pendampingan baik hukum 
maupun psikologis dan evaluasi yang 
dilakukan oleh Rifka terkait dengan 





sebelum melakukan penanganan 
terhadap klien dari Rifka Annisa akan 
mengontak klien atau korban tersebut, 
menanyakan apakah bersedia 
didampingi oleh Rifka Annisa jika 
korban tersebut berasal dari rujukan 
rumah sakit atau kepolisian, tapi lebih 
sering kami menerima kasus dari 
kepolisian. Setelah registrasi segala 
macemnya selesai baru kita akan mulai 
pendampingan, biasanya awal 
pendampingan itu dilakukan konseling 
psikologis dulu biar kita tahu 
permasalahan yang dihadapi korban itu 
seperti apa. Bila sudah selesai dan 
diperlukan melakukan pendampingan 
hukum untuk menempuh jalur hukum 
maka baru akan kami dampingi. 
pendampingan hukum itu pendamping 
mendampingi klien yang menempuh 
jalur hukum dari mulai awal klien 
membuat pengaduan dikepolisian, 
memantau perkembangan kasus hingga 
nanti kasusnya sampai dipersidangan 
selesai itu sudah temani sama 
pendamping Rifka Annisa. Waktu 
dalam menjalani pendampingan hukum 





juga lama, tergantung dari prosesnya 
pokoknya. Dan yang terakhir evaluasi 
pendampingan itu dilakukan harus 
berpedoman indikator-indikator korban 
yang sudah di tetapkan oleh lembaga, 
salah satunya pendampingan yang 
dilakukan Rifka Annisa ini tidak 
membantu klien untuk mengambil 
keputusan dengan cara memberikan 
informasi yang terkait dengan 
permasalahan yang dihadapi. 
 
Sb: kalau dari proses persiapan 
pendampingan, persiapannya ya justru 
ditanyakan kepada klien tersebut siap 
atau tidak, kapan siap mulai proses 
konseling tersebut.. itu semua 
dikembalikan ke klien. 
 
Rt : pendampingan psikologis yang 
dilakukan terhadap korban KDRT 
bertujuan untuk memulihkan keadaan 
psikis yang dihadapi korban. Misalnya 
korban mengalami trauma atau 
ketakutan terhadap suami atau 
keluarganya seperti itu. Waktu 
pelaksanaan pendampingan ini 





Annisa dengan klien datang sendiri. 
 
Ar : Dalam pelaksanaan 
pendampingan, adanya kerjasama 
antara divisi pengorganisasian 
masyarakat dengan divisi 
pendampingan yang biasanya kita ikut 
membantu dalam melakukan outreach 
atau penjangkauan. Jika memang 
keluarga klien tersebut berada di 
wilayah dampingan kita, maka kita 
akan menggunakan jaringan komunitas 
untuk melakukan pendekatan dan 
melakukan diskusi tentang pemahaman 
permasalahan dari klien terhadap 
keluarga dan lingkungannya. 
 
Rs : setahu saya untuk evaluasi Rifka 
Annisa biasanya mengadakan rapat 
evaluasi bulanan atau pertiga bulan, 
enam bulan dan tahunan yang 
melibatkan seluruh staf untuk melihat 
mencapai, hambatan dan tantangan 
serta rekomendasi atau usul-usul untuk 
kemajuan Rifka Annisa dalam 
menangani klien. tapi karena 
kesibukan staf disini berbeda-beda 





jarang dilakukan karena faktor 
kesibukan tadi. 
  Bentuk kegiatan dalam 
pendampingan korban 
KDRT? 
In : bentuk kegiatan dalam 
pendampingan korban KDRT ada 
banyak kegiatan yang kita lakukan 
salah satunya dalam melakukan 
pendampingan konseling, tergantung 
kemampuan dan kebutuhan korban. 
Misalnya saja korban tidak bisa 
menjangkau kantor Rifka Annisa, 
maka kita akan melakukan outreach 
dengan mendatangi rumah korban atau 
misalnya kalau korban tidak 
diperbolehkan keluarga atau suami 
untuk datang ke kantor dia bisa 
melakukan konseling via telepon. 
 
Ar: bentuk kegiatan dalam 
pendampingan korban kalau di divisi 
kami sendiri seringkali kita bekerja 
sama dengan divisi pendampingan 
untuk menjangkau klien-klien yang 
tidak bisa datang kekantor karena 
rumahnya diplosok misalnya. Karena 
kalau di pendampingan sendiri ada 
istilahnya outreach, outreach itu 
jemput bola ya. Jadi kami yang 
mendatangi, biasanya itu karena 
Kegiatan yang dilakukan dalam 
pendampingan korban KDRT 
sepenuhnya bertujuan untuk 
memudahkan korban dalam 
pendampingan. Berbagai kegiatan 
yang diberikan kepada korban 
maupun keluarganya semata-mata 
untuk memberdayakan mereka 
dengan cara diskusi atau ngobrol, 
sharing mengenai isu sejenis 






rumahnya sangat jauh sehingga tidak 
memungkinkan datang kesini, atau 
rumahnya dekat sini tapi susah untuk 
kesini.  Sebenernya prinsip utamanya 
pemberdayaan, disini maksudnya agar 
klien itu mandiri tidak tergantung sama 
kita sehingga memang sebenarnya 
klien-klien tersebut kita dorong untuk 
datang kesini sendiri, tapi karena 
pertimbangan tertentu seperti yang 
saya sampaikan kan tidak semua klien 
bisa mengakses kesini dengan mudah, 
sehingga atas beberapa pertimbangan 
kita yang mendatangi. 
2.  Dampak yang dialami 
korban KDRT setelah 
dilakukan 
pendampingan di LSM 
Rifka Annisa 
Perkembangan yang 
dialami korban KDRT 
saat melakukan 
pendampingan? 
In : dampak yang dirasakan korban 
saat melakukan pendampingan ini 
biasanya emosional korban mulai dapat 
dikendalikan, menjadi lebih tegar dan 
siap menerima kenyataan, dll. Namun 
tidak hanya untuk korbannya sendiri, 
tetapi  juga ada dampak untuk pelaku 
kekerasannya lewat pendampingan 
yang dilakukan tehadap pelaku. 
Pendampingan pada pelaku kita akan 
mengintervensi dia supaya sadar 
gender, menyadarkan tindak kekerasan 
yang dilakukannya berdasarkan budaya 
dan pola asuh yang dialaminya dulu 
Dampak yang diterima korban 
setelah melakukan pendampingan 
dapat berupa dampak positif 
maupun negatif. Dampak 
postifnya dapat dilihat dari 
keberdayaan korban misalnya 
dalam mengendalikan emosi, 
menjadi lebih percaya diri, serta 
dapat menerima kenyataan atas 
permasalahan yang sedang 
menimpanya. Namun, dampak 
negatifnya ialah korban menjadi 
tergantung oleh pendamping 







Pr: ada dua dampak yang diterima 
korban yaitu dampak positif dan 
negatif. Dampak positifnya yaitu 
korban menjadi lebih percaya diri, 
dapat mengambil keputusan untuk 
kehidupannya serta dapat lebih tegar 
untuk menerima keadaan. Sedangkan 
untuk dampak negatifnya yaitu korban 
menjadi ketergantungan terhadap 
pendamping, sedikit-sedikit 
menghubungi pendamping untuk 
keperluannya memastikan 
keputusannya tidak salah dan 
sebagainya. Sementara itu untuk 
perkembangan yang dialami korban 
tidak terlepas dari keluarga dan 
lingkungan, jika keluarga menerima 
permasalahan yang dihadapi korban 
dan melakukan dukungan atas 
keputusannya, pasti secara 
emosional/psikologis lebih cepat pulih. 
Makanya kita juga melakukan kegiatan 
kepada keluarga dan lingkungan 
korban untuk mengenal isu-isu 
kekerasan seperti yang dialami korban 
tujuannya biar pemikiran masyarakat 
didamping untuk diberikan 
masukan atau informasi sehingga 
korban menjadi tidak salah 






































In : kegiatan yang diberikan kepada 
keluarga dan lingkungan berupa 
pendampingan dan intervensi dalam 
bentuk diskusi. Kita mendatangi rumah 
klien untuk melihat kondisi rumah 
tempat tinggal klien dan kita juga 
melihat lingkungan sekitar rumah 
klien, kita ajak juga tetangganya 
ngobrol ya untuk menggali informasi 
seputar korban. 
Pemberian pendampingan 
terhadap keluarga dan lingkungan 
korban merupakan salah satu 
bentuk kegiatan yang dilakukan 
Rifka Annisa dalam membantu 
proses pemulihan korbannya. 
Serta dari kegiatan tersebut dapat 
memberikan wawasan kepada 
korban dan lingkungannya 






Ar : kalau untuk pendampingan 
terhadap keluarga dan lingkungan 
korban, biasanya kita memang 
bekerjasama dengan divisi 
pendampingan. Tugas kita disana 
biasanya melakukan diskusi dan 
pemberian informasi kepada 
lingkungan klien secara terus menerus 
jadi sifatnya bukan hanya sekedar 
event. Misalnya aja tahun kemarin kita 
ada yang namanya Men’s program atau 
program laki-laki peduli di Gunung 
Kidul dan Kulon Progo, disitu kita 
kayak membuat sebuah komunitas 
yang isinya laki-laki yang peduli 
terhadap isu-isu kekerasan dan sadar 
gender 
permasalahan korban. Selain itu, 
terdapat kegiatan Men’s program 
atau laki-laki peduli yang 
merupakan sebuah komunitas 
laki-laki yang peduli terhadap 
isu-isu kekerasan dan sadar 
gender. 











terhadap korban KDRT 
In : sebenarnya faktor penghambat bisa 
datang dari klien itu sendiri, karena 
biasanya kami mendapatkan klien yang 
sudah sampai pada level gangguan 
jiwa, itukan sulit ya bahkan untuk 
diajak ngobrol saja sudah susah. Atau 
mungkin dari pihak keluarga yang 
kurang support terhadap pemulihan 
klien. dari pelaku kekerasan sendiri 
atau suami korban dan kerjasama 
Faktor penghambat dalam 
pelaksanaan pendampingan 
korban KDRT dapat berasal dari 
korban, pelaku kekerasan atau 
suami korban, kerjasama mitra 
lembaga yang terkait dengan 
kasus yang ditangani. Hal itu 
dapat menjadi penghambat 
penanganan kasus, sehingga 





berjejaring, karena bekerja dengan 
sesama manusia yang memiliki 
pemikiran dan strategi pendampingan 
yang berbeda maka muncullah 
perspektif yang “kok kliennya digituin 
sih, kok diginiin sih, dan sebagainya.”” 
 
Ar : untuk faktor penghambat dalam 
proses pendampingan biasanya sih bisa 
datang dari keluarga korban termasuk 
pelaku kekerasan itu (suami korban) 
karena nantinya pelaku yang masih 
berstatuskan suami dapat membatasi 
akses kegiatan korban dengan tidak 
memberikan izin atau lainnya.. 
 
Pr : kalau untuk faktor yang 
menghambat dalam proses 
pendampingan tergantung kasusnya 
mbak, kalau menempuh jalur hukum 
bisa saja dalam penanganan proses 
hukumnya yang berkendala. Misalnya 
dikepolisian atau di pengadilannya. 
diminimalisir terjadinya untuk 
mempercepat proses pelaksanaan. 





In : Faktor pendukung itukan bisa dari 
internal kami sendiri atau bisa juga dari 
luar Rifka. Misalnya faktor 
pendukungnya dari Rifka karena 
memiliki konselor yang cukup terlatih, 
Faktor pendukung pelaksanaan 
pendampingan berasal dari 
fasilitas yang diberikan oleh 
Rifka Annisa untuk korban 





memiliki SOP pendampingan, punya 
sumberdaya untuk menjangkau klien, 
kami juga memiliki layanan telephone, 
ada email segala macem, itu menjadi 
faktor pendukung kita mengakses 
klien. Faktor lainnya bisa dari klien 
sendiri yang juga kooperatif dalam 
menceritakan permasalahannya, yang 
memudahkan adalah klien yang 
terbuka informasi karena dia orang 
berpendidikan dsb.” 
 
Pr : Faktor pendukung dalam kegiatan 
pendampingan itu bisa dari fasilitas-
fasilitas yang tersedia di Rifka Annisa 
karena memang diadakan untuk 
mendukung proses pendampingan baik 
dalam tatap muka maupun tidak. 
 
Ar : Faktor pendukung  pelaksanaan 
pendampingan bisa berasal dari Rifa 
sendiri karena namanya Rifka-kan 
sudah cukup dikenal oleh masyarakat 
sehingga memudahkan kami untuk 
masuk ke instansi lain atau menjalin 
kerjasama mitra. 
dari korban yang kooperatif 
terbuka dalam menceritakan 
permasalahannya. Serta dari 
nama lembaga yang telah dikenal 
oleh masyarakat sehingga 
memudahkan akses untuk 
melakukan kerjasama berjejaring 



















































Foto 3. Kegiatan pemberian materi program laki-laki peduli 













Foto 4. Kegiatan pendampingan pada keluarga dan lingkungan korban KDRT 









Foto 5. Kegiatan pendampingan pada keluarga korban KDRT 










Foto 6. Kegiatan Pembentukan Kelompok Sadar Gender 













Foto 7. Kegiatan pendampingan di lingkungan warga mengenai isu dan masalah 
gender 
Sumber Rifka Annisa, 19 November 2015 



